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Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah
dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Model pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh BTPN
Syariah berdasarkan pada prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan
pembiayaan bagi perempuan unbankable. Pemilihan pangsa pasar nasabah
perempuan yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan ini menjadikan
bank ini mempunyai keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank
syariah lainnya di Indonesia. Model pemberdayaan berbasis kelompok
teraplikasi dalam model pelatihan dan pendampingan langsung. Model
pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah dimulai semenjak penjaringan
calon nasabah, hingga mendapatkan pembiayaan, kemudian pemberdayaan
dilanjutkan pasca-pencairan pembiayaan pada saat pertemuan rutin sentra.
Model pembiayaan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap.
ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan miskin produktif yang menjadi
nasabah BTPN Syariah mampu meningkatkan jumlah pendapatan keluarga,
kepemilikan rumah, pembiayaan pendidikan anak, dan tabungan keluarga.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang
telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada tim peneliti sehingga
kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini pada waktunya. Selawat
dan salam atas Nabi Muhammad saw. yang telah meletakkan fondasi
ekonomi syariah di muka bumi ini sebagai pedoman bagi manusia dalam
melaksanakan aktivitas ekonominya.

Buku ini terinspirasi dari BTPN Syariah bahwa bank syariah ini
beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan (financial inclusion)
dengan menyediakan pembiayaan bagi perempuan ekonomi lemah
yang belum terjangkau bank (unbankable) serta segmen perempuan
prasejahtera. Selain menyediakan akses pembiayaan BTPN Syariah
juga menyediakan pendampingan kepada nasabahnya. Menurut saya
ini menarik untuk diteliti karena selama ini yang saya ketahui bank
umum syariah hanya menyentuh masyarakat yang memenuhi standar
kelayakan bank (bankable) seperti mempunyai pendapatan tetap,
mempunyai usaha, mempunyai jaminan, dan sebagainya. Sementara,
BTPN Syariah segmen pasarnya adalah perempuan miskin prasejahtera
yang tidak pernah dilirik oleh perbankan.




Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa buku ini tidak akan rampung
sesuai dengan target yang diinginkan tanpa bantuan dan andil dari
berbagai pihak, baik dalam bentuk materiel maupun moril. Semoga
amal dan kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang membantu tim
peneliti mendapat balasan dari Allah Swt. dengan balasan yang berlipat
ganda, amin.

Padang, 2 Januari 2025

Penulis
Dr. Rozalinda, M.Ag.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Gerakan pemberdayaan perempuan dipandang sebagai salah satu
pendekatan yang strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan
keluarga. Lutfi Muta’ali dalam penelitiannya menyatakan perempuan
memiliki peran penting dibanding pria dalam mengatur pengeluaran
keluarga. Dari 10 jenis kebutuhan keluarga, wanita memegang peran
dominan lebih dari 50% (Muta’ali, 2001). Oleh karena itu, wanita
memegang kendali mekanisme pengaturan pengeluaran keluarga.
Sementara itu, permasalahan perempuan menurut lin Khairunnisa
adalah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan itu sendiri
(Khairunnisa, 2017). Rendahnya tingkat pendidikan perempuan
memberikan dampak pada kedudukannya dalam pekerjaan dan upah
yang mereka terima. Untuk mengatasi problematika itulah perlu
dilakukan pemberdayaan yang melibatkan peran aktif perempuan.

Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam
empat kelompok, yaitu: 1) perempuan tidak mampu berusaha karena
beban kemiskinan; 2) perempuan yang belum atau tidak berusaha;
3) perempuan pengusaha mikro; 4) perempuan pengusaha kecil dan
menengah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Indonesia, 2012).




Permasalahan perempuan dalam persoalan ekonomi tidak
terlepas dari kemiskinan. Perempuan tidak mampu berusaha karena
beban kemiskinan terutama dalam pemenuhan kebutuhan terhadap
pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan
berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam jeratan
kemiskinan sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata
kehidupan masa depan. Sementara, untuk perempuan yang belum
atau tidak punya usaha, dihadapkan pada permasalahan sikap, budaya,
dan pengetahuan. Perempuan tidak punya usaha karena motivasi yang
kurang walaupun sumber daya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau
mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin punya usaha, tetapi tidak
memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk usaha.

Sementara itu, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Indonesia (2012), permasalahan yang dihadapi
perempuan pengusaha kecil dan menengah adalah: 1) kurangnya akses
informasi pasar dan teknologi; 2) kurangnya akses permodalan; 3)
kurangnya peningkatan sumber daya manusia; 4) kurangnya penataan
kelembagaan dan jaringan; 5) kurangnya sensitivitas gender di kalangan
masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi
perempuan diarahkan untuk menyinergikan seluruh kekuatan yang ada,
baik kekuatan sektor pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi,
perbankan, maupun kekuatan masyarakat umum untuk secara bersama-
sama mengupayakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.
Melalui sinergi ini seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan
dalam aktivitas ekonomi, yaitu rendahnya kemampuan berusaha,
ketidakberdayaan ekonomi, kurangnya kesempatan, kurangnya akses
pembiayaan, dan kurangnya jaminan dapat diatasi secara bertahap dan
berkesinambungan.

Peningkatan produktivitas perempuan melalui program
pemberdayaan perempuan (perempuan berdaya) akan memberikan
kontribusi pada ketahanan ekonomi keluarga di Sumatra Barat dan Riau.
Terdapat beberapa komponen dalam mengukur ketahanan ekonomi
keluarga, di antaranya meliputi sumber daya yang dimiliki keluarga,
baik secara fisik maupun nonfisik dan mental spiritual. Khusus untuk
sumber daya fisik berupa material diukur dari kemampuan ekonomi
dalam hal pendapatan, aset keluarga, dan pengeluaran sehingga kriteria
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keluarga yang telah memenuhi ketahanan ekonomi, akan dapat dilihat
dari indikator pendapatan dan aset keluarga serta pengeluarannya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut berperan dalam
upaya pemberdayaan ekonomi perempuan adalah BTPN Syariah. BTPN
Syariah adalah anak perusahaan BTPN yang merupakan bank umum
syariah ke-12 di Indonesia. Bank syariah ini resmi menjadi bank umum
syariah pada 14 Juli 2014. Fokus model bisnis bank syariah ini adalah
memberdayakan keluarga prasejahtera produktif yang telah dilakukan
sejak 2010 ketika masih menjadi unit usaha syariah BTPN.

Hal yang menarik dari BTPN Syariah adalah beroperasi berdasarkan
prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan bagi
perempuan ekonomi lemah yang belum terjangkau bank (unbankable)
serta segmen perempuan prasejahtera. Selain menyediakan akses
pembiayaan kepada perempuan prasejahtera, BTPN Syariah juga
menyediakan pendampingan berupa pelatihan keuangan sederhana
(BTPN Syariah, 2020). Di samping itu, dalam rangka meningkatkan
literasi keuangan kepada konsumen, BTPN Syariah memberikan
edukasi kepada masyarakat luas agar lebih memahami jasa dan produk
perbankan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Program pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif di BTPN
Syariah dilakukan melalui 4 pilar: akses keuangan, keanggotaan,
pendampingan dan pelatihan. Program pelatihan BTPN Syariah
menggunakan brand “Daya” untuk membedakan dengan pelatihan-
pelatihan lainnya yang ada lembaga lain. Pelatihan diberikan oleh
community officer kepada nasabah prasejahtera produktif. “Daya”
pada BTPN Syariah lebih dari sekadar tanggung jawab sosial
perusahaan, tidak hanya sekadar program, tetapi menjadi salah satu
pilar fundamental bank umum syariah ini. Tiga proposisi nilai unik
bank dalam memberdayakan dan melayani segmen prasejahtera
produkif BTPN Syariah yakni: 1) kesehatan (daya sehat sejahtera);
2) pengembangan usaha (daya tumbuh usaha); 3) komunitas (daya
tumbuh Komunitas) (BTPN Syariah, 2020).

Potensi keluarga prasejahtera produktif lebih dari 26 juta jiwa.
Mereka yang biasa disebut unbankable tidak memiliki kemampuan
keuangan dan jaminan keuangan. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi
BTPN Syariah. Sehingga program pemberdayaan BTPN Syariah yang
menjadikan keluarga prasejahtera yang secara administrasi dan finansial
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unbankable ini menjadi alasan utama pentingnya buku ini disusun
(BTPN Syariah, 2019c¢). Alasannya adalah BTPN Syariah melakukan
program yang sangat berbeda dengan perbankan pada umumnya yang
mempunyai produk dan layanan segmen prasejahtera produktif. Sampai
saat ini BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank umum syariah
yang ada di Indonesia yang menggalang dana dari keluarga sejahtera
kemudian menyalurkannya kepada keluarga prasejahtera produktif.

BTPN Syariah melakukan program pemberdayaan keluarga
prasejahtera produktif di sentra-sentra nasabah dengan mengajarkan
4 perilaku unggul pemberdayaan, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja
keras, dan saling bantu (BTPN Syariah, 2020). Berdasarkan Annual
Report tahun 2018, akumulasi penerima pembiayaan lebih dari 5 juta
nasabah 100% adalah perempuan. Sampai tahun 2018 total penyaluran
dana pembiayaan mencapai Rp40,2 triliun (BTPN Syariah, 2019a).

Tidak dapat dipungkiri bahwa melayani segmen masyarakat
prasejahtera produktif dalam praktiknya membutuhkan lebih banyak
daya dan upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang tidak hanya
berbentuk layanan dan produk perbankan yang tepat guna, tetapi
juga pemberdayaan yang dapat menjadi soft skill untuk membantu
keberlanjutan usaha dan peluang mereka untuk tumbuh. Pendekatan
yang dilakukan BTPN Syariah dalam merealisasikan program daya, adalah
pertama, untuk non-nasabah, yaitu dengan menggali potensi ekonomi
masyarakat. Cara yang dilakukan adalah melalui pembelajaran mengenai
perencanaan keuangan yang tepat guna untuk mewujudkan cita-cita
keluarga. Kedua, untuk calon nasabah, yaitu dengan mengembangkan
program Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) selama 5 hari berturut-
turut dan Pelatihan Program Daya (BTPN Syariah, 2019¢).

Berdasarkan informasi awal yang didapatkan dari salah seorang
community officer BTPN Syariah area Padang pada tahap awal (tahun
pertama) nasabah mendapatkan pembiayaan 1.5 sampai 5 juta tahap
berikutnya (tahun kedua) jumlah pembiayaan yang diberikan bisa
5 sampai 50 juta tergantung usaha nasabah. Pembiayaan diberikan
kepada nasabah secara individu. Cicilan atau setoran tabungan nasabah
dilakukan ketika kunjungan atau pertemuan pada kelompok binaan.
Akad yang diterapkan pada pembiayaan adalah akad murabahah bil
wakalah. Dengan masa cicilan selama 1 tahun dicicil per 14 hari.
Pembiayaan diberikan untuk modal usaha. Perempuan binaan dihimpun
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dalam satu kelompok maksimal 12 orang. Nasabah yang akan mendapat
pembiayaan disurvei terlebih dahulu, kemudian dilakukan pelatihan
selama 5 hari dengan materi tentang pengenalan BTPN Syariah secara
umum, produk dan persyaratan secara aturan pembiayaan, pengelolaan
keuangan dan usaha. Nasabah yang mendapat pembiayaan rata-rata
berprofesi sebagai pedagang dan jasa (Nelvira Rizalmi, Community
BTPNS Padang, 2018).

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian tentang model
pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah pada nasabah perempuan
prasejahtera produktif untuk daerah Sumatra Barat dan Kota Pekanbaru
karena potensi dasar yang dimiliki perempuan Minang dengan jiwa
entrepreneur yang dimiliki sejak nenek moyang. Di samping itu,
bagaimana dampak pemberdayaan tersebut terhadap ketahanan
ekonomi keluarga.

Buku ini diharapkan menjadi kontribusi kepada pemerintah
khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan yang
melibatkan peran aktif perempuan. Di samping itu, buku ini dapat
menjadi inspirasi bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk melirik
segmen keluarga prasejahtera produktif dengan menerapkan program
pemberdayaan perempuan.

Pembahasan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan sudah
banyak dilakukan di antaranya:

1. Novi Widiastuti dan Prita Kartika, Penerapan Model Kelompok Usaha
Kreatif Islami (Kukis) dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok
Pesantren, Jurnal Empowerment, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2017,
ISSN No. 2252-4738

Artikel ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penghasilan
rata-rata sebesar 18% per warga belajar selama satu bulan memulai
usaha. Ini menunjukkan adanya keberhasilan penerapan model
kukis meskipun belum optimal. Pemahaman warga belajar juga
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 33%. Hambatan yang
ditemukan dalam uji coba model kukis adalah menurunnya motivasi
warga belajar, rendahnya rasa percaya diri, dan mental karyawan.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
uji coba model kukis adalah mengidentifikasi warga belajar yang
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6

siap untuk membangun usaha, dan menjalin kerja sama dalam
pemasaran (Widiastuti dan Kartika, 2017).

Iin Khairunnisa, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah, Jurnal
Hmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, Edisi 11, Oktober 2017

Tulisan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah berperan
untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi dengan cara memberikan pelatihan keterampilan
menjahit kepada kaum perempuan, usaha mikro kredit, dan latihan
kepemimpinan perempuan. Di mana latihan keterampilan dan
usaha mikro kredit ini diberikan kepada masyarakat prasejahtera
agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha
yang diberikan oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah yang
diambil untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan telah
mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejateraan keluarga
dan masyarakatnya serta mengurangi angka kemiskinan
(Khairuunnisa, 2017).

Slamet Widodo, Hendri Bustamam, dan Soengkono, Model
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin Melalui
Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu (Studi Keluarga Nelayan
di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara), Majalah
Ekonomi, Tahun XXI, No. 1, April 2011

Artikel ini menghasilkan: 1) terbakukannya empat modul teknologi
tepat guna terpadu pengolahan ikan asalan menjadi basis dalam
pengembangan usaha perempuan nelayan miskin. Adapun modul
yang dapat dibakukan yaitu: a) modul usaha ikan kering, b) modul
usaha nuget ikan, ¢) modul usaha pindang ikan, dan d) modul usaha
kerupuk ikan; 2) terumuskannya model pengembangan teknologi
tepat guna terpadu yang terumuskan secara adaptif dan sesuai
dengan potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam,
potensi sosial, dan kondisi lingkungan yang ada; 3) terumuskannya
model pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir dapat
dikembangkan melalui tiga tahap, yakni pengembangan kelompok
(community development), pra-pengembangan usaha (pre-business
development), dan pengembangan usaha (business development)
(Widodo, et al., 2011).
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4.  Siti Rohmah, Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot
Microfinance Syariah, Sawwa — Volume 10, Nomor 1, Oktober 2014

Artikel ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan perempuan
di wilayah DPU Daarut Tauhid merupakan sebuah model
pendampingan semi langsung yang berbasis keagamaan. Adanya
usaha pemberdayaan membawa dampak pada peningkatan kualitas
hidup dengan adanya motivasi untuk berubah ke arah yang
lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan keluarga, budaya
menabung, serta bekerja sama antarsesama (Rohmah, 2014).

5.  Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syari’ah Terhadap
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Kampar:
Studi Kasus Pada BTPN Syariah Cabang Kampar, Jurnal ISLAMIKA,
Vol. 2, No. 1 (2019): 11—22.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan Paket
Masa Depan (PMD) BTPN Syariah yang diberikan memengaruhi
pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera nasabah disebabkan
dengan adanya bantuan pembiayaan ini dapat meningkatkan modal
usaha dan menambah pendapatan masyarakat.

Namun, semua tulisan di atas belum mengkaji masalah
pemberdayaan perempuan dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi
keluarga.
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BAB 2

PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN DAN KETAHANAN
EKONOMI KELUARGA

A. Pemberdayaan
1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment)
berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Dalam hal ini
Ife berpendapat bahwa pemberdayaan memuat elite kekuasaan dan
kelompok lemah (Ife, 1995). Pemberdayaan ditujukan untuk kelompok
rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan
dalam: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan,
bebas dari kebodohan dan kesakitan; b) menjangkau sumber-
sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan
pendapatannya; ¢) berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan
(Suharto, 2005).

“Daya” merupakan kata dasar dari “pemberdayaan” yang artinya
kekuatan atau kemampuan yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai
“power”. Dalam proses pelaksanaan kekuasaan, Dowding mendefinisikan
kekuasaan sebagai power to dan power over. Power to adalah kemampuan
seseorang untuk mengukur dan menganalisis kemampuan diri untuk
melakukan sesuatu. Dalam prosesnya lebih menitikberatkan kerja sama




untuk menghasilkan kekuasaan sehingga seseorang yang menjadi objek
dalam power to merupakan individu yang otonom dan dapat menentukan
dan mempertahankan keinginannya. Sementara itu, power over adalah
kemampuan untuk mengubah orang lain menghasilkan sesuatu.
Dalam prosesnya, orang yang dipengaruhi melakukan sesuatu sesuai
dengan kehendak orang yang memengaruhi tanpa ada pilihan untuk
mengutarakan pendapat atau mempertahankan pendapat (Ruspita,
2012).

Menurut Sobirin, kata ‘daya’ juga dapat berarti akal, jalan (cara
ikhtiar), misalnya: apa daya, seribu daya, bermacam-macam daya, habis
segala daya untuk mengatasi kesulitan itu (Wibowo, dkk., 2019). Daya
yang mendapat awalan “ber” menjadi kata berdaya artinya memiliki
atau mempunyai daya. Pemberdayaan artinya sebuah proses membuat
sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai
kekuatan untuk melakukan sesuatu (Rozalinda, 2014).

Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu konsep dalam upaya
menjadikan adanya kekuatan atau kekuasaan (power) pada seseorang
atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan suatu
power atau keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan (Ife, 2002).
Istilah pemberdayaan atau empowerment digunakan karena mempunyai
makna perencanaan, proses, serta upaya penguatan/memampukan
yang lemah (Yunus, dkk., 2017). Pemberdayaan berhubungan dengan
upaya untuk mengubah kemampuan seseorang, keluarga, atau
kelompok dari keadaan tidak memiliki kemampuan, kekuatan, dan
keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik (Ratnasari, 2016). Dengan
demikian, yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pembangunan
kesadaran tentang dirinya berikut kemampuan untuk mandiri dalam
menentukan kehidupan dirinya sebagai manusia, tanpa ketergantungan,
ketertekanan, dan diskriminasi.

Menurut Edi Ch. Papilaya sebagaimana dikutip Zubaedi,
pemberdayaan adalah upaya membangun kesadaran masyarakat,
memberikan dorongan dan motivasi, serta berusaha mengembangkan
potensi masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan
untuk melakukan tindakan nyata. Tindakan untuk menentukan nasib
mereka sendiri dan mengubahnya menjadi lebih baik. Selanjutnya
Zubaedi menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya agar masyarakat miskin hidup secara bermartabat dan dapat
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terlepas dari jurang kemiskinan serta keterbelakangan (Zubaedi,
2013). Menurut Ratnasari, pemberdayaan adalah proses pembangunan
kesadaran akan dirinya disertai dengan kemampuan dan kemandirian
untuk menentukan kehidupannya sendiri sebagai manusia, tanpa adanya
ketergantungan, tekanan, dan diskriminasi dari pihak lain (Ratnasari,
2016).

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemberdayaan adalah upaya mengubah kemampuan individu, keluarga,
atau kelompok dari kondisi yang tidak mempunyai kekuatan atau
keberdayaan menjadi lebih berdaya dan mandiri sehingga bisa terlepas
dari kemiskinan atau keterbelakangan. Suharto menyatakan bahwa
pemberdayaan ditujukan untuk kelompok yang rentan dan lemah
dengan tujuan agar kelompok tersebut mempunyai kekuatan dan
kemampuan untuk:

a. mencukupi kebutuhannya paling dasar supaya terbebas dari
kesakitan dan kebodohan;

b. mengakses sumber-sumber ekonomi agar bisa meningkatkan
penghasilannya;

c. memberikan sumbangan terhadap pembangunan (Suharto, 2006).

Dalam sejarahnya, pemberdayaan lahir sebagai sebuah konsep
atau gagasan yang muncul dari perkembangan pemikiran serta budaya
masyarakat di barat, terutama di Eropa. Konsep pemberdayaan
mulai muncul sekitar 1970-an dan berkembang terus hingga hari
ini. Sementara di Indonesia, pemberdayaan masyarakat atau people
empowerment mulai populer sejak tahun 1980-an yang pada awalnya
lebih banyak dijumpai dalam program-program pemberdayaan yang
dijalankan organisasi non-pemerintah (ornop) (Yunus, dkk., 2017). Kini
pemberdayaan telah menjadi sebuah konsep yang diadopsi oleh lembaga-
lembaga pemerintahan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Tidak
hanya lembaga pemerintahan, bahkan swasta (privat sector) juga mulai
menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat, baik sebagai bagian
dari bentuk tanggung jawab sosialnya melalui program CSR maupun
dalam lingkup usahanya itu sendiri, seperti program pembinaan yang
dilakukan oleh BTPN Syariah terhadap nasabah-nasabahnya.

Menurut Prananka dan Moeljarto, pemberdayaan dapat dilihat
dalam berbagai cara pandang. Pertama, pemberdayaan dipandang
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sebagai pemusnahan terhadap kekuasaan sehingga tidak seorang
pun memiliki kekuasaan (power to nobody). Dalam sudut pandang
ini, kekuasaan dianggap telah mengalienasikan dan menghancurkan
eksistensi manusia. Agar manusia kembali memiliki eksistensinya
dan terselamatkan dari keterasingan serta penindasan maka kekuasaan
tersebut harus dimusnahkan. Kedua, pemberdayaan dipandang sebagai
proses membagi-bagi kekuasaan sehingga setiap orang memiliki
kekuasaan (power to everybody). Menurut cara pandang ini, kekuasaan
yang terpusat dapat mengakibatkan abuse of power dan cenderung
merampas hak-hak mereka yang tidak mempunyai kekuasaan dan
dikuasai. Sehingga pendistribusian kekuasaan kepada setiap orang
menjadi keharusan supaya mereka dapat menunjukkan eksistensi
keberadaannya. Ketiga, pemberdayaan dipandang sebagai meningkatkan
kekuatan mereka yang lemah tanpa penghancuran terhadap yang
memiliki kekuatan. Cara pandang yang ketiga ini merupakan antitesis
dari dua cara pandang sebelumnya, yaitu power to nobody dan power to
everybody (Wibowo, dkk., 2019). Pemberdayaan merupakan proses untuk
mewujudkan perubahan sosial dan pola relasi yang terdapat dalam
kehidupan sosial bermasyarakat. Proses pemberdayaan merupakan
pematahan terhadap pola lama relasi antara subjek (penguasa) dan
objek (yang dikuasai).

Dalam proses operasionalisasinya, terdapat dua kecenderungan
dalam memaknai pemberdayaan. Kecenderungan tersebut adalah
kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan
primer yaitu proses memberi kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan
pada individu, kelompok, atau masyarakat agar mereka berdaya dan
mandiri. Pada prosesnya juga disertai dengan upaya meningkatkan
kepemilikan aset material dalam rangka mewujudkan kemandirian
masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian. Sementara itu, pada
kecenderungan sekunder lebih memberikan penekanan pada memberi
stimulasi, dorongan, atau motivasi pada individu, kelompok atau
masyarakat agar mereka punya daya dalam menentukan pilihan hidup
mereka dengan proses dialog (Akmaliyah, n.d.).

Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri maka
pemberdayaan cara yang tepat untuk dilakukan. Pemberdayaan tersebut
meliputi proses penyadaran, pemberian motivasi dan bahkan stimulus
agar masyarakat menyadari potensi yang mereka miliki, serta mampu
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mengembangkan potensi tersebut untuk mewujudkan apa yang mereka
cita-cita. Pemberdayaan adalah proses pembangunan manusia dengan
meningkatkan harkat dan martabat yang dimilikinya sebagai manusia,
yaitu hak-hak yang dibawanya sejak lahir. Sehingga, mereka menyadari
posisi mereka dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan juga bernegara.
Pemberdayaan menggali potensi diri dan memperkuat kapasitas diri
agar mereka yang diberdayakan dapat meraih keberdayaannya dan
berujung pada terwujudnya kemandirian dalam menentukan nasibnya
dan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Pemberdayaan juga
memiliki dimensi yang lain, yaitu sebagai bentuk penerapan dari nilai-
nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ke dalam berbagai aspek
kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan,
hukum, dan lain sebagainya yang dimulai dari hal yang paling mendasar
yaitu dari membangun eksistensi individu, selanjutnya keluarga,
masyarakat, bangsa, negara, dan dunia (Ruslan, 2010).

2. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Menurut Triwibowo dan Subono ruang lingkup pemberdayaan yaitu
segala upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan masyarakat,
perlindungan terhadap mereka yang rentan dan lemah, penguatan
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, serta peningkatan
kemandirian masyarakat. Selanjutnya, tingkat keberdayaan dan
kemandirian masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam
mengakses sumber daya permodalan melalui lembaga keuangan
formal (Wibowo, dkk., 2019). Merujuk pada pendapat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa pemberdayaan mempunyai ruang lingkup yang
sangat luas. Pemberdayaan meliputi segala upaya yang berkaitan dengan
membangun daya dan kemandirian masyarakat.

Sementara, menurut Ife, ruang lingkup pemberdayaan ada dua
pengertian, kekuasaan, dan kelompok lemah yang berkaitan dengan
hal-hal sebagai berikut (Wibowo, dkk., 2019).

a. Klien atas, berkaitan dengan: 1) kemampuan individu dalam
memilih dan mengambil keputusan atas hidupnya; 2) peluang-
peluang hidup yang berkaitan dengan pekerjaan, tempat tinggal,
pendidikan, dan lain sebagainya.
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b. Pendefinisian kebutuhan, berkaitan dengan keselarasan antara
penentuan kebutuhan individu dengan apa yang ia inginkan.

¢. Ideatau gagasan, berkaitan dengan kecakapan dalam mengemukakan
serta memberikan ide pada sebuah forum/diskusi tanpa tekanan
dari pihak lain.

d. Lembaga, berkaitan dengan akses dan pemanfaatan lembaga-
lembaga yang ada di masyarakat seperti lembaga pendidikan,
lembaga sosial, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. Termasuk
kemampuan dalam memengaruhi lembaga-lembaga tersebut.

e. Sumber, berkaitan dengan kecakapan dalam mobilisasi sumber
formal, informal, serta kemasyarakatan.

f.  Aktivitas ekonomi, berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan
kegiatan ekonomi, meliputi aktivitas produksi, pendistribusian,
serta perdagangan.

g Reproduksi, berkaitan dengan proses melahirkan, merawat, dan
mendidik anak, dan lain sebagainya.

Dari penjabaran di atas, dapat kita lihat bahwa dimensi
pemberdayaan adalah ke dalam dan ke luar diri individu. Ke dalam
sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan serta potensinya. Ke
luar sebagai upaya dalam meningkatkan aksesnya terhadap lembaga
dan sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan harkat dan
martabatnya sebagai manusia.

3. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir dari perubahan cara pandang dalam melihat
masyarakat sebagai “subjek” bukan sebagai “objek” pembangunan.
Pemberdayaan adalah paradigma baru atau cara pandang baru dalam
proses pembangunan yaitu pembangunan manusia. Pembangunan
manusia adalah pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat,
mendorong inisiatif mereka, serta berakar dari bawah (Alfitri, 2011).
Sehingga, gerakan pemberdayaan ini sering disebut sebagai gerakan
akar rumput, yaitu gerakan yang diinisiasi dan dilakukan oleh
masyarakat bawah untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya
dan kemandirian yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan
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pada pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, memberdayakan
masyarakat tidak boleh dipandang sekadar memberikan nilai tambah
dalam aspek ekonomi saja, melainkan juga nilai tambah pada aspek
sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya.

Chambers menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan gagasan yang menginternalisasikan nilai-nilai sosial ke
dalam pembangunan ekonomi. Sebuah paradigma pembangunan yang
lebih humanis dan mengandung sifat: people centered, participatory,
empowering, dan sustainable (Zubaedi, 2013). Oleh karena itu, sebuah
program pemberdayaan haruslah berpusat pada manusia, partisipatif,
memberdayakan, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan telah menjadi konsep yang banyak dipakai dalam
program-program pembangunan hari ini. Hal ini tidak lepas dari hakikat
pemberdayaan itu sendiri. Hakikat pemberdayaan menurut Sobiri yaitu
(Wibowo, dkk., 2019):

a. Peningkatan status yang lebih tinggi dari sebelumnya.

b. Metode: sebagai sebuah metode, pemberdayaan mendorong
masyarakat untuk lebih berani menyatakan pendapat.

c. Program: sebagai sebuah program, pemberdayaan memiliki tahap-
tahap yang harus dapat diukur hasilnya dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang memiliki kemandirian dan sejahtera.

d. Gerakan: sebagai sebuah gerakan, pemberdayaan memberikan
kesempatan pada masyarakat untuk memberikan sumbangan pada
pembangunan.

e. Pemberian otorisasi: dalam pemberdayaan, masyarakat diposisikan
sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan, dalam pandangan Kartasasmita, dilaksanakan secara
tiga arah. Pertama, membangun sebuah iklim yang dapat mengembangkan
potensi-potensi masyarakat (enabling). Setiap individu atau kelompok
masyarakat mempunyai potensi. Sehingga dalam pelaksanaan proses
pemberdayaan, kesadaran masyarakat untuk menumbuhkembangkan
potensi-potensi yang mereka miliki perlu didorong dan dikuatkan.
Kedua, meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat agar lebih
berdaya (empowering). Proses pemberdayaan dilaksanakan dengan
berbagai aksi nyata berupa pelatihan, pendidikan, pemberian informasi,
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peningkatan kesehatan, bantuan permodalan, pekerjaan, dan sebagainya.
Ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat (protection). Dalam
pemberdayaan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah
keadaan-keadaan yang dapat merugikan masyarakat seperti persaingan
tidak imbang, serta eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok
lemah, melalui keberpihakan, dan aturan-aturan yang tegas untuk
melindungi kelompok yang lemah (Zubaedi, 2013).

Mardikanto dan Poerwoko menyatakan bahwa pemberdayaan

memiliki tujuan yang mencakup perbaikan pada berbagai aspek, yaitu:

a.

16

Perbaikan pendidikan. Pemberdayaan harus dapat merancang
sebuah model pendidikan yang lebih baik dan berbeda dengan cara
lama. Perbaikan model pendidikan ini tidak sekadar memperbaiki
materi, metode, dan hal lain yang berkaitan dengan waktu dan
tempat pelaksanaan, dan juga pola interaksi antara fasilitator dan
peserta, tetapi juga memperbaiki prinsip serta proses pendidikan
sehingga dapat menumbuhkembangkan spirit belajar tanpa
mengenal batasan waktu dan batasan umur.

Perbaikan aksesibilitas. Tumbuhnya spirit belajar masyarakat,
diharapkan dapat mendorong perbaikan aksesibilitas, terutama
aksesibilitas atas informasi, inovasi, sumber pembiayaan, penyuplai
produk, perusahaan pemasaran, dan lain sebagainya.

Perbaikan tindakan: dengan perbaikan dua aspek di atas menjadi
lebih baik daripada sebelumnya, masyarakat diharapkan dapat
mengambil tindakan yang lebih baik ketika dihadapkan pada
berbagai persoalan.

Perbaikan kelembagaan: dengan adanya tindakan yang lebih baik,
kelembagaan masyarakat diharapkan dapat diperbaiki, terutama
dalam mengembangkan jaringan kemitraan dalam usaha yang
memberikan posisi tawar yang lebih baik kepada masyarakat.

Perbaikan usaha: apabila perbaikan-perbaikan di atas dapat dicapai,
diharapkan masyarakat mampu melakukan perbaikan terhadap
usaha yang dijalaninya.

Perbajkan pendapatan. Jika perbaikan terhadap usaha dilakukan
dengan baik, akan mendorong perbaikan penghasilan masyarakat.
Tidak hanya penghasilan individu saja, tetapi juga penghasilan
keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.
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Perbaikan lingkungan: kerusakan lingkungan sering diasosiasikan
dengan faktor kemiskinan dan pendapatan yang terbatas. Sehingga
diharapkan dengan adanya peningkatan pendapatan, diharapkan
bisa mendorong perbaikan terhadap lingkungan, baik fisik maupun
sosial.

Perbaikan kehidupan: perbaikan kehidupan keluarga dan
masyarakat sudah semestinya dapat dicapai jika penghasilannya
sudah mencukupi dan lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih
baik.

Perbaikan masyarakat: jika perbaikan terhadap seluruh aspek di
atas menuju ke arah yang lebih baik dapat dicapai, pada akhirnya
akan menciptakan sebuah komunitas atau masyarakat yang lebih
baik (Hamid, 2018).

Menurut Suharto, tujuan pemberdayaan di atas akan dapat

diwujudkan dengan diterapkannya pendekatan pemberdayaan berikut

1nt.

a.

Pemungkinan yaitu membangun kondisi-kondisi yang sedapat
mungkin mengembangkan secara optimal potensi yang ada pada
masyarakat. Dengan pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat
terbebas dari belenggu struktural dan kultural.

Penguatan yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan tujuan
meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat sehingga
masyarakat menjadi kuat, serta dapat menyelesaikan persoalan-
persoalannya, termasuk pemenuhan kebutuhannya. Untuk
mewujudkan kemandirian masyarakat, pemberdayaan mesti
mendorong tumbuhnya dan berkembangnya rasa percaya diri
masyarakat, serta segenap kemampuan mereka.

Perlindungan yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat,
khususnya masyarakat lemah dari penindasan kelompok
masyarakat yang lebih kuat, mencegah persaingan tidak seimbang,
serta menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap yang
lemah. Semua bentuk diskriminasi serta dominasi yang merugikan
masyarakat lemah harus dihapuskan. Pemberdayaan harus berpihak
kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah.

Penyokongan yaitu pemberian dukungan dan bimbingan supaya
mereka dapat melaksanakan tugas dan perannya di tengah
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masyarakat. Penyokongan dalam pemberdayaan dilakukan supaya
masyarakat tidak jatuh atau terpuruk dalam kondisi lemah serta
terasing.

Pemeliharaan yaitu kegiatan menjaga keadaan agar kondusif
untuk terjadinya pendistribusian kekuasaan di tengah kelompok
masyarakat secara seimbang. Pemberdayaan memberikan jaminan
yang memungkinkan semua individu mendapat kesempatan yang
seimbang dalam berusaha (Suharto, 2005).

Dubois dan Miley mengemukakan dasar-dasar pemberdayaan

sebagai berikut (Wibowo, dkk., 2019).

a.

Pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan
bersama (mutual benefit).

Proses pemberdayaan memberi akses kepada masyarakat yang
disebutnya sebagai “klien” terhadap sumber pendapatan dan
kesempatan.

“Klien” diasosiasikan sebagai agen yang bebas serta mampu
memengaruhi.

Pengalaman hidup membangun kompetensi masyarakat.
Pemberdayaan membuka akses terhadap sumber pendapatan serta
memberikan kemampuan agar sumber tersebut dapat digunakan
secara efektif.

Pemberdayaan bersifat sinergis, dinamis, dapat berubah, serta
memberikan berbagai solusi.

Pemberdayaan merupakan hasil yang dicapai melalui berbagai
struktur paralel dari perorangan dan perkembangan masyarakat.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan

merupakan proses yang mendorong masyarakat untuk percaya
diri dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan
kompetensinya serta aksesnya terhadap berbagai sumber ekonomi agar
kesejahteraannya semakin meningkat. Untuk itu, sangat dibutuhkan
fasilitator yang memahami dengan sungguh-sungguh perannya sehingga
dapat memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuannya dengan
menggunakan metode-metode yang tepat. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto
membagi proses pemberdayaan terhadap tiga tahapan sebagai berikut
(Wibowo, dkk., 2019).

18

Inklusi Keuangan: Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah



a. Tahapan penyadaran, proses ini berkaitan dengan membangun
kesadaran masyarakat yang akan diberdayakan bahwa mereka
memiliki hak untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat atau
sebagai warga negara. Hak-hak tersebut harus mereka perjuangkan.
Masyarakat miskin contohnya, mereka perlu disadarkan bahwa
mereka harus keluar dari kemiskinannya dan hidup secara layak.

b. Tahapan pengkapasitasan, proses ini disebut juga proses
pemampuan yaitu proses yang memampukan mereka yang akan
diberdayakan agar mereka siap diberi daya dan kuasa. Ada tiga
jenis pengkapasitasan yaitu: pertama, pengkapasitasan manusia
dalam arti memberikan kemampuan kepada manusia dalam
konteks individu ataupun kelompok. Kedua, pengkapasitasan
organisasi yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi yang
akan diberdayakan. Ketiga, pengkapasitasan sistem dan nilai
dalam organisasi termasuk di dalamnya peraturan-peraturan, tata
organisasi, prosedur, dan lain sebagainya.

c. Tahapan pendayaan, tahapan ini merupakan proses pemberian
daya, kuasa, otoritas, serta peluang kepada sasaran pemberdayaan.
Pemberian tersebut menyesuaikan dengan tingkat kemampuan yang
sudah dimiliki oleh sasaran. Pada intinya, kemampuan penerima
menjadi landasan penting dalam penentuan pemberian daya dan
kekuasaan.

4. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan program peningkatan kualitas
perempuan. Pemberdayaan perempuan tersebut berfokus kepada
tiga isu, yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi
produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan, serta
pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan. Tujuannya
tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas
bawah terutama yang berkaitan dengan perekonomian, serta untuk
meningkatkan kualitas SDM perempuan itu sendiri. Pemberdayaan
ekonomi perempuan dapat dilakukan melalui upaya-upaya membuka
lapangan kerja untuk perempuan atau meningkatkan potensi, bakat,
dan kemampuan perempuan untuk membuka usaha kecil dan secara
bertahap meningkatkan kemampuan manajerialnya.
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Pemberdayaan perempuan berusaha menciptakan kesetaraan
gender antara laki-laki dan perempuan yang bukan berarti perempuan
harus sama seperti laki-laki sepenuhnya karena ada hal-hal yang
bersifat kodrati yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.
Pemberdayaan perempuan juga bukan bertujuan untuk mengalahkan
laki-laki atau membalikkan relasi kuasa patriarki. Pemberdayaan
perempuan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan
gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender harus
dipahami sebagai keadaan di mana perempuan dan laki-laki menempati
posisi yang setara dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan
kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya,
dan memperoleh kesempatan serta perlakuan yang sama dalam
mengakses pendidikan, kesehatan, penghidupan, informasi, dan lain
sebagainya. Dengan demikian, diharapkan perempuan dapat berdaya
dan dapat berkontribusi pada pembangunan. Pemberdayaan perempuan
mengedepankan kemandirian perempuan agar tidak bergantung kepada
laki-laki. Kemandirian sejati memberikan kekuatan untuk melakukan
tindakan yang lahir dari kematangan berpikir (Fuad, 2000).

Faktor yang menjadi penyebab ketidakberdayaan perempuan, di
antaranya adalah kebodohan. Kebodohan menempatkan perempuan
pada posisi yang tidak menguntungkan karena ketidaktahuan mereka
terhadap hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Pendidikan
memiliki peranan yang penting supaya perempuan dapat menggali
potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta mengaktualisasikannya
di dalam kehidupan. Pendidikan memberikan pengetahuan
dan keterampilan kepada perempuan untuk dapat menjalankan
peran dan fungsinya dengan baik, serta mendorong kemandirian
perempuan. Untuk mengejar ketertinggalan perempuan selama ini
maka pendidikan dan keterampilan perempuan sangat perlu untuk
ditingkatkan (Murpratomo, 2000). Oleh karena itu, membangun
kecerdasan intelektual serta keterampilan merupakan hal yang sangat
penting, dan menjadi keniscayaan dalam proses pemberdayaan.
Proses tersebut dapat dilakukan, baik melalui jalur pendidikan formal
maupun pendidikan nonformal. Pendidikan memberikan perempuan
pengetahuan, akses informasi menjadi terbuka, dan intelektualitas
perempuan meningkat. Dengan demikian, perempuan dapat berpikir
kritis, dapat meningkatkan potensi dan kreativitas yang dimilikinya,
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memperoleh motivasi untuk maju, membangun karier, serta
meningkatkan harkat dan martabatnya.

Pada masa sekarang ini, selain memiliki pengetahuan, manusia juga
dituntut untuk mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu untuk
dapat membuka peluang ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya. Oleh sebab itu, berbagai program pemberdayaan juga
menekankan pada kegiatan pembekalan keterampilan bagi perempuan
seperti menjahit, tata rias, tata boga, dan lain sebagainya. Keterampilan
tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha dan
menjadi entrepreneur. Dengan keterampilan yang dia miliki, perempuan
memiliki peluang untuk membangun usaha sendiri sehingga tidak lagi
bergantung kepada orang lain. Perempuan membutuhkan keterampilan
agar mampu menambah penghasilan keluarga.

Pemberdayaan perempuan sering kali dijadikan sebagai pintu
masuk dalam program-program peningkatan kesejahteraan keluarga
dan pengentasan kemiskinan. Kaum perempuan dapat berperan
dalam membantu perekonomian keluarga dan suami dalam hal ini
dapat mendukung keinginan sang istri untuk bekerja, baik di sektor
formal maupun informal demi membantu perekonomian keluarga.
Dukungan tersebut juga termasuk dalam hal kerja sama untuk urusan
rumah tangga. Sehingga, perempuan tidak dihadapkan pada persoalan
beban ganda yang menjadi salah bentuk ketidaksetaraan gender dalam
keluarga.

Konstruksi patriarki dan kapitalisme menempatkan perempuan
pada beban ganda, yaitu menjalankan perannya sebagai ibu rumah
tangga dan sebagai pekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga. Perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena
kewajiban perempuan sebagai istri dan sebagai ibu yang dikonstruksikan
oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya. Perempuan bekerja di luar
rumah untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan
keluarga yang menempatkan perempuan sebagai pencari nafkah
tambahan dalam keluarga (Ruspita, 2012). Oleh karena itu, upaya
peningkatan kemandirian perempuan seharusnya juga didukung dengan
upaya penyadaran laki-laki (suami) tentang pola relasi yang lebih setara
dan mengedepankan kerja sama agar perempuan tidak dihadapkan
pada masalah beban ganda yang harus ditanggung. Untuk itu, program
pemberdayaan perempuan juga harus melibatkan partisipasi suami.
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Seorang perempuan menjalani peran ganda sebagai ibu rumah
tangga sekaligus bekerja demi membantu menopang kebutuhan
keluarga dan mengubah perekonomian keluarga menjadi lebih baik
lagi. Perubahan yang terjadi dalam perekonomian keluarga itu semua
karena peran aktif perempuan yang mau berjuang bersama suami untuk
berubah menjadi lebih baik dalam status sosial maupun status ekonomi
keluarganya. Sehingga pemberdayaan perempuan termasuk salah satu
alternatif untuk dapat mengurangi kemiskinan. Upaya penyadaran
terhadap hak-hak perempuan, kemampuan, serta potensinya merupakan
hal yang niscaya dalam usaha pemberdayaan perempuan. Dengan
itu mereka bisa memperluas jangkauan pilihan terhadap peran yang
memungkinkan mereka untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki
dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Thromi membagi peran perempuan ke dalam tiga peran, yakni:

a. Peran produktif yaitu peran yang berkaitan dengan aktivitas-
aktivitas yang memberikan sumbangan pada penghasilan keluarga.

b. Peran produktif yaitu peran yang dengan keberlangsungan hidup
manusia dan keluarga, misalkan melahirkan, memberikan ASI,
mengasuh dan menjaga anak, dan lain sebagainya.

c.  Peran sosial yaitu peran yang berkaitan dengan peran perempuan

dalam komunitas masyarakat misalnya peran dalam berbagai
organisasi masyarakat (Tjiptaningsih, 2017).

Namun, sampai saat ini, banyak perempuan mengalami
diskriminasi, subordinasi, pelabelan negatif, dan marginalisasi.
Marginalisasi atau peminggiran perempuan terjadi dalam berbagai
aspek, di antaranya:

a. Penyingkiran dari pekerjaan produktif.

b. Pemusatan perempuan pada pinggir-pinggir pasar tenaga kerja.

c. Feminisasi pada sektor-sektor produktif atau memisahkan
pekerjaan-pekerjaan tertentu berdasarkan jenis kelamin.

d. Pelebaran ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan,
yang meliputi perbedaan tingkat upah, serta ketidakadilan akses
terhadap berbagai keuntungan dan fasilitas (Hartini, 2012).

Oleh karena itu, perempuan mesti diberdayakan agar mereka dapat
memahami hak serta kewajibannya di tengah masyarakat. Namun, dalam
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perjalanannya, program-program pemberdayaan perempuan kemudian
lebih dominan pada kegiatan yang tujuannya adalah peningkatan
kesejahteraan perempuan. Ideologi serta budaya yang telah lama
mengakar dalam masyarakat, terutama ideologi patriarki, memosisikan
perempuan menjadi kelas kedua atau berada di bawah laki-laki yang
menyebabkan perempuan-perempuan mengalami ketidakadilan dalam
berbagai bidang. Dalam realitasnya, selama ini peran perempuan
selalu diasosiasikan pada ranah domestik sehingga perannya di ranah
sosial ekonomi yang mendorong perbaikan kesejahteraan perempuan
itu sendiri masih relatif rendah. Melalui pemberdayaan ekonomi,
perempuan diharapkan dapat berdaya secara ekonomi terlebih dahulu
dan selanjutnya menjadi jalan masuk untuk mewujudkan perempuan
mandiri yang dapat mengakses sumber daya yang ada dan mampu
berpartisipasi aktif di tengah-tengah masyarakat (Alie dan Elanda,
20202).

Beberapa program pemerintah maupun lembaga sosial secara
khusus dirancang untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai
bidang seperti program perlindungan perempuan, program kesetaraan
gender, PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan), KSPP
(Koperasi Simpan Pinjam Perempuan), dan lain sebagainya. Tujuannya
adalah untuk membuat perempuan menjadi berdaya dan mempunyai
posisi tawar di tengah masyarakat.

Menurut Sumodiningrat mengungkapkan bahwa dalam memaknai
pemberdayaan wanita, setidaknya harus mencakup tiga aspek, yaitu:
(1) menciptakan kondisi kondusif yang dapat menumbuhkembangkan
potensi yang dimiliki perempuan; (2) menguatkan potensi tersebut dan
juga modal sosial yang dimilikinya agar kualitas hidupnya mengalami
peningkatan; (3) melindungi perempuan dan mengentaskan segala
bentuk kekerasan dalam kehidupan mereka (Mutiara, 2017).

Persoalan lainnya adalah masih banyak lembaga keuangan formal
yang keberatan memberikan pinjaman kepada perempuan dengan
berbagai alasan antara lain:

a. Lembaga keuangan formal tidak mudah memberikan kepercayaan
kepada perempuan, terutama bagi mereka yang tidak bekerja pada
sektor formal.

b. Perempuan yang berstatus sebagai istri sering kali tidak memiliki
aset pribadi. Hampir semua aset keluarga atas nama suaminya. Hal
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ini mengurangi kepercayaan lembaga keuangan terhadap mereka,
terutama berkaitan dengan masalah jaminan pinjaman.

c¢. Adanya keragu-raguan pada lembaga keuangan formal terhadap
kemampuan perempuan dalam mengelola usaha (Hartini, 2012).

Berbagai program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi
membuktikan bahwa perempuan dapat berdaya secara ekonomi.
Penelitian Tjiptaningsih membuktikan bahwa pemberdayaan terhadap
perempuan dengan menggunakan strategi 5P berdampak secara
positif terhadap peningkatan ekonomi kelompok yang ditandai dengan
kenaikan pendapatan mereka (Tjiptaningsih, 2017). Oleh sebab itu,
pemerintah menyasar pemberdayaan perempuan sebagai salah satu
strategi dalam pengentasan kemiskinan.

Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
merupakan salah satu program strategis Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan mutu
kehidupan, serta memenuhi hak perempuan dalam bidang ekonomi
dengan mendorong perempuan lebih produketif di bidang ekonomi untuk
meringankan beban keluarga miskin, terutama biaya pendidikan dan
kesehatan. PPEP ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan
melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan mengembangkan
potensi ekonomi lokal. Melalui program ini diharapkan berbagai
kelompok usaha produktif perempuan dapat dikelola secara baik
dengan mengedepankan prinsip rasionalitas, kemandirian, ekonomis,
dan sejajar, serta dapat menjadi mitra bagi lembaga ekonomi lainnya
agar usaha tersebut dapat terus bertumbuh dan berkembang. Selain
itu, program ini membuka peluang bagi perempuan untuk dapat
berperan aktif di bidang ekonomi produktif sehingga kontribusinya
dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dapat meningkat serta
mereka dapat berkontribusi dalam mengembangkan potensi ekonomi
lokal yang pada akhirnya mendorong posisi tawar perempuan menuju
kesetaraan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Indonesia, 2012).

Di tengah perubahan dunia yang semakin pesat memasuki era
4.0, perekonomian memasuki babak baru dengan adanya integrasi
perekonomian, teknologi yang semakin canggih dan mudah diakses,
keterbukaan akses informasi dan lain sebagainya, yang beroperasi
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melalui pasar dan berbagai institusi formal maupun informal telah
membantu mengurangi ketidaksetaraan gender. Menurut laporan Bank
Dunia, Gender Equality and Development, ada beberapa unsur yang dapat
membantu, yaitu:

a.

Keterbukaan perdagangan dan difusi ICTs (Information and
Communication Technologies) telah memberikan kesempatan kerja
secara luas kepada perempuan.

Ketidakadilan gender menjadi mudah dan cepat untuk terekspos
dengan kecanggihan teknologi informasi yang ada sekarang. Selain
itu, teknologi informasi juga dapat mendorong perubahan kebijakan
serta menguatkan pasar kerja perempuan.

Akses informasi yang luas dapat memberikan kesempatan kepada
negara berkembang untuk belajar tentang kehidupan di Iuar
negara tersebut, termasuk peran perempuan di negara-negara
maju. Keterbukaan informasi juga dapat mendukung penguatan
perempuan di bidang ekonomi (Arivia, 2012).

Kemudahan akses informasi membantu perempuan mengenali

potensi dirinya, mengembangkan potensi tersebut, serta memberikan
akses yang lebih luas kepada perempuan terhadap kesempatan kerja dan
peluang berusaha. Hal tersebut sangat mendukung program-program
pemberdayaan perempuan.

Strategi pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dapat

dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut.

a.

Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan melalui organisasi atau
kelompok.

Pemberdayaan harus dapat menyelesaikan kebutuhan kelompok
sasaran dengan program yang spesifik.

Kelembagan keuangan mikro lokal perlu untuk dikembangkan.

Agar usaha produktif dapat berjalan maka perlu disediakan modal
awal untuk usaha tersebut.

Pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan.
Melibatkan suami atau anggota keluarga kelompok sasaran.

Mendorong keterlibatan dan peran serta seluruh pemangku
kepentingan.

Peningkatan akses pembiayaan usaha.
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Fasilitasi bantuan permodalan.

Penguatan sistem dampingan agar kelompok menjadi lebih mandiri
(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indonesia, 2012).

Pemberdayaan perempuan hari ini tidak hanya dilirik sebagai

sesuatu yang strategis oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga
keuangan formal seperti koperasi, BPR, dan bank. Lembaga-lembaga
keuangan tersebut menjadikan perempuan pemilik usaha kecil sebagai
target pasar mereka serta melakukan pemberdayaan perempuan sebagai
strateginya. Di antara bank yang menjadikan pemberdayaan perempuan
sebagai strategi pasarnya adalah BTPN Syariah.

Menurut Hartini (2012), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

lembaga keuangan dalam menerapkan pola pendampingan usaha
perempuan, yaitu:

d.

Pemberian pinjaman: lembaga keuangan diharapkan dapat
memberikan pinjaman tanpa syarat, tanpa jaminan, serta bunga
(margin) yang rendah.

Pembentukan kelompok-kelompok usaha perempuan serta
melakukan berbagai usaha penguatan kelompok tersebut.

Lembaga keuangan menginspirasi dan membuka mindset para
perempuan untuk memiliki dan merintis wirausaha sebagai upaya
membantu perekonomian keluarga mereka.

Lembaga keuangan mendampingi usaha yang mereka jalankan
secara berkelanjutan, serta selalu memantau kemajuan usaha yang
dirintis oleh para perempuan tersebut.

Memberikan ilmu tentang pengelolaan keuangan. Pola pengajarannya
dapat dilakukan dengan menetapkan proporsi besar uang yang
digunakan untuk biaya produksi usaha, kebutuhan rumah tangga,
serta tabungan masa depan.

Memberikan pengetahuan khusus untuk menjalankan usahanya
(Hartini, 2012).

Supeni menggunakan lima unsur utama dalam menganalisis

pengembangan manajemen usaha kecil menuju pemberdayaan ekonomi
perempuan, yaitu:
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Kesejahteraan: kesejahteraan di sini mencakup aspek pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam bidang
ekonomi dipandang sangat penting, bukan hanya untuk
menurunkan tingkat kemiskinan dirinya, tetapi juga bagian dari
langkah penting dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga
yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pembangunan
ekonomi. Selain itu, pencapaian pendidikan dipandang sebagai
aspek paling mendasar dalam proses memberdayakan perempuan.
Jika perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, mereka
tidak dapat memperoleh akses terhadap pekerjaan pada sektor
formal, tidak dapat memperoleh upah lebih baik, serta tidak dapat
berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Kesehatan dan
kesejahteraan dalam hal ini menjadi perbedaan substansial antara
laki-laki dan perempuan atas akses terhadap kecukupan nutrisi,
fasilitas kesehatan dan reproduksi, dan lain sebagainya.

Akses: pemberdayaan perempuan harus mencakup kemampuan
untuk mendapatkan akses atas berbagai sumber daya produktif
seperti lahan, pendidikan, dan pelatihan, kredit, sarana pemasaran,
lapangan kerja, teknologi, informasi, serta segala bentuk layanan
publik secara adil. Sebagai contoh, teknologi dan informasi dapat
mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan produktivitas
sosial perempuan. Tanpa adanya akses terhadap kedua hal tersebut,
perempuan tidak dapat mempergunakannya untuk kepentingan
dirinya. Akibatnya, perempuan akan semakin termarginalisasi di
dalam komunitas, negara, dan bahkan di dunia.

Konsientisasi yaitu memahami dan menyadari perbedaan gender
antara laki-laki dan perempuan, serta perbedaan perannya.
Partisipasi: pemberdayaan mendorong partisipasi yang setara antara
laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan, membuat
kebijakan, melakukan proses perencanaan, dan administrasi.
Partisipasi yang dimaksud di sini adalah keterwakilan kelompok
perempuan secara adil dalam struktur pembuat keputusan (formal
ataupun informal).

Kesetaraan dalam kekuasaan: kesetaraan di sini maksudnya
adalah kesetaran antara laki-laki dan perempuan atas sumber daya
produktif dan distribusi pendapatan sehingga keduanya berada
pada posisi yang sama (Endah, dkk., 2011).
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Dalam proses memberdayakan perempuan, tidak bisa lepas dari
partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat
menjadi hal yang sulit dilakukan tanpa adanya dukungan dari keluarga
dan masyarakat secara kesuluran sehingga partisipasi masyarakat
menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam hal ini memiliki
tujuan memberikan dorongan, fasilitasi, perluasan, dan pengembangan
sinergitas masyarakat agar pemberdayaan perempuan dapat meningkat
lebih cepat. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2019, partisipasi masyarakat
dalam membangun keberdayaan perempuan, serta petrlindungan anak
diharapkan mampu:

a.  Memberikan dorongan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif
dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Membangun masyarakat yang peduli dalam hal pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

c. Melaksanakan percepatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak melalui fasilitasi dan kerja sama.

d. Membangun kemitraan, kerja sama, dan hubungan kerja yang
baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, 2019).

Partisipasi masyarakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi: a)
partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha; b) partisipasi media seperti
media cetak, media elektronik, dan media sosial; dan c) partisipasi
organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

B. Ketahanan Ekonomi Keluarga
1. Pengertian Ketahanan Ekonomi Keluarga

Dalam KBBI Daring, ketahanan diartikan sebagai “kekuatan” (hati dan
fisik) dan “daya tahan” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.). Menurut Briguglio,
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ketahanan (resilience) adalah kemampuan untuk pulih dengan cepat dari
dampak kejadian yang merugikan. Kata resilience berasal dari kata resilire
dari bahasa Latin yang berarti “melompat mundur”. Dalam literatur
ekonomi, istilah tersebut digunakan setidaknya dalam tiga pengertian
yang berkaitan dengan kemampuan: (a) untuk pulih cepat dari kejutan;
(b) untuk menahan efek kejutan; dan (c) untuk menghindari kejutan
sama sekali (Briguglio, et al., 2005).

Frankenberger dan McCaston mendefinisikan ketahanan keluarga
(household livelihood security) akses yang memadai dan berkelanjutan
terhadap pendapatan dan berbagai sumber daya untuk memenuhi
kebutuhan dasar yang mencakup makanan, air minum, tempat tinggal,
fasilitas kesehatan, kesempatan pendidikan, kesempatan untuk
partisipasi masyarakat, serta integrasi sosial (Frankenberger, et al,
1998). Ketahanan keluarga adalah usaha keluarga guna meningkatkan
kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk
mengatasi persoalan yang dihadapinya guna mencapai kesejahteraan
(Sunarti, 2011). Dalam PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga diartikan
sebagai kondisi dinamis sebuah keluarga yang ulet dan tangguh, serta
mempunyai kemampuan fisik, materi, psikis/mental, dan spiritual guna
mencapai kemandirian hidup dan mengembangkan diri dan keluarganya
agar terwujud kehidupan yang harmonis dalam rangka peningkatan
kesejahteraan lahir batin (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 1994).
Menurut Walsh, ketahanan keluarga mencakup kemampuan dalam
bertahan serta beradaptasi terhadap berbagai keadaan yang bersifat
dinamis dan bersikap positif terhadap berbagai macam tantangan
kehidupan (BPS, 2016). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
ketahanan keluarga adalah upaya keluarga dalam mengelola sumber
daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengatasi
berbagai tantangan dan persoalan dalam kehidupannya dan mewujudkan
kehidupan yang harmonis serta sejahtera lahir dan batin.

Menurut The Centre for Local Economic Strategies, ketahanan
ekonomi tidak sekadar mengenai cara agar keluarga dapat bertahan dari
keterpurukan secara ekonomi, melainkan juga mengenai cara untuk
meningkatkan pendapatan keluarga (The Centre for Local Economic
Stategies, 2014). Menurut BIS, ketahanan ekonomi keluarga adalah
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kemampuan keluarga secara ekonomi dalam mengatasi persoalan yang
merugikan dan berdampak terhadap ketidakseimbangan keuangan
keluarga dengan cepat (BIS, 2016). Keberhasilan strategi ketahanan
ekonomi keluarga adalah untuk menjalankan visi misi kehidupan sesuai
dengan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang sudah
ditetapkan (Tjiptono, 2006). Strategi ketahanan ekonomi keluarga ialah
serangkaian rencana dalam pengambilan keputusan keluarga untuk
dapat bertahan, serta menciptakan kondisi baru ketika krisis ekonomi
terjadi. Strategi ini secara kesuluruhan dapat dilakukan dengan observasi
lingkungan, membuat rencana jangka panjang sesuai dengan sumber
daya yang dimiliki, melakukan implementasi, melakukan evaluasi,
dan pengendalian untuk mencapai kehidupan yang layak dan mandiri
(Amalia dan Lindiasari Samputra, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan
bahwa kesejahteraan dan ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga
yang memiliki kepiawaian dan kapasitas fisik, serta materiel dalam
mewujudkan kemandirian hidup, pengembangan diri dan keluarga, serta
peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009). Peningkatan
kualitas keluarga bertujuan agar keluarga mampu memenuhi
kebutuhannya, baik materiel maupun spiritual sehingga mampu
melaksanakan fungsi keluarga dengan optimal. Fungsi keluarga dalam
PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga
Sejahtera Pasal 4 ayat (2) meliputi: “a. fungsi keagamaan; b. fungsi sosial
budaya; c. fungsi cinta kasih; d. fungsi melindungi; e. fungsi reprodukst; f. fungsi
sosialisasi dan pendidikan; g. fungsi ekonomi; h. fungsi pembinaan lingkungan”
(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera).

Ketahanan keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ukur untuk
menilai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab keluarga dalam
mewujudkan kesejahteraan anggotanya (BPS, 2016). Peranan, fungsi,
tugas, dan tanggung jawab yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

a. Pemenuhan kebutuhan setiap anggota keluarga sesuai standar
hidup yang layak dan berkualitas.

b. Pengalokasian sumber daya dalam keluarga, baik yang dimiliki
ataupun tidak dimiliki, tetapi masih bisa diakses keluarga.
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c. Membagi peran dan tanggng jawab kepada semua anggota keluarga.

d. Menyosialisasikan norma-norma dan nilai perilaku terhadap
anggota keluarga.

e. Peranan dalam reproduksi, penambahan, serta pelepasan anggota
keluarga.

f.  Pemeliharaan dan pelaksanaan peraturan-peraturan dalam keluarga.
g.  Menempatkan anggota dalam sosial masyarakat.

h. Pemeliharaan moral serta motivasi (Lubis, 2018).

2. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga

Menurut Sitepu dalam Alie, setidaknya terdapat tiga aspek yang harus
dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga, yaitu: (1) ketahanan
fisik mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan,
perumahan, pendidikan, serta kesehatan; (2) ketahanan sosial berkaitan
dengan diterapkannya nilai-nilai spiritual, pola komunikasi yang baik,
dan integrasi keluarga; (3) ketahanan psikologis berkenaan dengan
kemampuan dalam menyelesaikan persoalan psikis, mengendalikan
emosi, pembentukan konsep diri yang positif, serta kepedulian di antara
anggota keluarga (Alie dan Elanda, 2020a).

Ketahanan keluarga mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial.
Aspek fisik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar sangat
berkaitan dengan perekonomian keluarga. Kebutuhan dasar hanya
dapat dipenuhi jika keluarga memiliki ketahanan ekonomi. Selanjutnya,
ketahanan ekonomi juga memengaruhi aspek yang lainnya. Ketahanan
ekonomi yang lemah akan mengganggu ketahanan psikologis dan
ketahanan sosial keluarga. Persoalan ekonomi atau desakan kebutuhan
dapat memicu persoalan psikologis pada keluarga yang berkaitan dengan
rasa tidak aman, tidak nyaman, dan kekhawatiran terhadap masa depan.
Mereka yang tidak mempunyai ketahanan ekonomi juga mempunyai
ketahanan sosial yang rentan karena mereka sulit untuk terlibat dalam
berbagai aktivitas sosial masyarakat sebab sebagian besar waktu mereka
dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas mencari nafkah guna memenuhi
kebutuhan.

Terdapat 5 indikator yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu
keluarga menurut BPS. Indikator tersebut adalah sebagai berikut.
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D
2)

3)

4)

5)

Perilaku saling melayani dengan hormat dan saling menghargal.

Relasi antara suami dan istri yang akrab dan harmonis untuk
mewujudkan pernikahan yang berkualitas.

Orang tua mengajarkan anak-anak menghadapi tantangan-
tantangan dengan kreatif, pengajaran dilakukan secara konsisten,
dan mengembangkan keterampilan.

Suami dan istri memimpin semua anggota keluarga penuh kasih
sayang.

Anak-anak menaati dan menghormati kedua orang tuanya (BPS,
2016).

Ketahanan ekonomi keluarga berbanding lurus dengan kesejahteraan

keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga akan meningkatkan
ketahanan ekonomi keluarga (Alie dan Elanda, 2020a; Aziz dan
Sholikha, 2018). Ketahanan ekonomi keluarga dapat diukur melalui
pemenuhan kebutuhan fisik berupa makanan, pakaian, perumahan,
pendidikan, dan kesehatan. Sitepu di dalam Alie menjabarkan dimensi
ketahanan ekonomi dapat dilihat pada variabel dan indikator sebagai
berikut.

a.

b.

Status kepemilikan rumah yang menjadi hunian keluarga.

Jumlah pendapatan keluarga sebagai dasar untuk mengukur dalam
memenuhi kebutuhan keluarga.

Biaya pendidikan sebagai tolok ukur kemampuan finansial keluarga
untuk memenuhi biaya pendidikan bagi anak-anak serta menjamin
keberlanjutan pendidikan mereka.

Tabungan keluarga untuk berjaga-jaga dan jaminan kesehatan
keluarga (Alie dan Elanda, 2020a).

Dimensi ketahanan ekonomi keluarga menurut Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
memiliki 4 variabel dan 7 indikator yang dijelaskan sebagai berikut
(BPS, 2016).

.
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Ketersediaan Tempat Tinggal bagi Keluarga

Hunian termasuk variabel pembangunan ketahanan ekonomi dan
status kepemilikan hunian menjadi tolok ukurnya. Rumah tangga
yang memiliki tempat tinggal milik sendiri dianggap memiliki
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ketahanan ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebabkan rumah
tangga tersebut telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan
dasarnya, yaitu perumahan. Sementara, rumah tangga yang
menempati hunian yang bukan milik sendiri dianggap memiliki
ketahanan ekonomi yang lebih rendah. Oleh sebab itu, status
kepemilikan rumah menjadi salah satu indikator ketahanan
ekonomi keluarga.

Memiliki Pendapatan yang Mencukupi

Kecukupan pendapatan termasuk variabel ketahanan ekonomi
keluarga. Kecukupan pendapatan dapat diukur secara objektif
dan secara subjektif. Secara objektif kecukupan pendapatan dapat
dilihat dari pendapatan per kapita rumah tangga. Dari sudut
pandang ini, rumah tangga dengan pendapatan per kapita lebih
tinggi diharapkan mempunyai ketahanan ekonomi lebih baik.
Secara subjektif kecukupan pendapatan rumah tangga dapat dilihat
berdasarkan persepsi rumah tangga apakah pendapatan yang
diperolehnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari. Dalam sudut pandang ini, rumah tangga mendefinisikan
sendiri apakah pendapatannya mencukupi atau kurang mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdasarkan atas
persepsi mereka. Rumah tangga yang memiliki persepsi bahwa
pendapatannya mencukupi atau lebih dari mencukupi diharapkan
memiliki ketahanan ekonomi lebih baik.

Pembiayaan Pendidikan Anak yang Tercukupi

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting hari ini
sehingga pendidikan dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar.
Tingkat pendidikan keluarga dapat dijadikan tolok ukur dalam
melihat ketahanan ekonomi keluarga karena dalam hal ini dapat
dilihat secara objektif apakah pendapatan keluarga mencukupi
dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama pendidikan
anak. Mengukur ketahanan ekonomi keluarga dalam hal pendidikan
dapat dilihat dari dua indikator, yaitu kemampuan dalam membiayai
pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikan anak. Pemenuhan
biaya pendidikan anak menjadi salah satu persoalan ekonomi
keluarga karena belum semua biaya pendidikan anak ditanggung
negara, terlebih jika anak terpaksa bersekolah di swasta. Keluarga
yang mempunyai pendapatan yang dapat membiayai pendidikan
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anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah
(7-18 tahun) dianggap memiliki ketahanan ekonomi yang lebih
baik.

Memiliki Jaminan Keuangan Keluarga

Kesiapan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang tidak
dapat diduga di masa depan juga perlu dipertimbangkan dalam
ketahanan ekonomi keluarga. Sehingga, ketersediaan jaminan
atas risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang perlu
menjadi perhatian dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga.
Jaminan yang dimaksud di atas dapat diukur dari ketersediaan
simpanan keluarga dan asuransi keluarga. Dalam hal ini, semakin
banyak simpanan yang dimiliki oleh keluarga diharapkan memiliki
potensi ketahanan ekonomi yang lebih baik. Simpanan tersebut
dapat berupa simpanan pada bank, koperasi ataupun simpanan
di rumah. Jaminan yang tidak kalah penting adalah asuransi, baik
itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenegakerjaan,
asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Sehingga, ketika risiko-
risiko tersebut terjadi, rumah tangga mendapatkan jaminan dari
perusahaan asuransi.

3. Upaya Menjaga Ketahanan Ekonomi Keluarga

Melalui ketahanan ekonomi keluarga, diharapkan rumah tangga
mempunyai ketangguhan dan kemampuan untuk mencapai kehidupan
yang mandiri, sejahtera, dan harmonis untuk mewujudkan kebahagiaan
secara lahir dan batin dengan mengembangkan segenap potensi yang
dimiliki. Ketahanan ekonomi keluarga perlu dibangun dan dijaga dengan
tujuan:

a.

Mewujudkan ketahanan keluarga yang sehat jasmani dan rohani,
intelek, berkarakter, berakhlak, serta harmonis.

Mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan mengedepankan
kreativitas, inovasi, kemajuan, kemandirian, serta etos kerja yang
tinggi (BKKBN, 2014).

Terdapat empat langkah untuk menjaga ketahanan ekonomi

keluarga, yaitu (BPS, 2016):

a.
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Mampu mengelola keuangan keluarga. Anggota keluarga harus
dapat bekerja sama dalam mengelola keuangan keluarga yang baik
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dengan cara saling mengingatkan untuk berhemat, meningkatkan
produktivitas, serta tidak melakukan pemborosan. Selain itu
keluarga diharapkan dapat memiliki sumber pendapatan tambahan,
tabungan, serta investasi. Sehingga, keluarga memiliki ketahanan
ekonomi saat ini dan juga di masa yang akan datang.

b. Mempunyai pola hidup sederhana. Kesederhanaan ditunjukkan
melalui perilaku dan kebiasaan hidup sesuai dengan kebutuhan
serta kemampuan dan tidak berlebihan. Meskipun standar hidup
sederhana seseorang dapat berbeda-beda, namun yang menjadi
penekanan dalam hal ini adalah sikap tidak berlebih dan sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan.

¢. Mempunyai sumber pendapatan tambahan. Sumber pendapatan
tambahan dapat menjadi penunjang ketahanan ekonomi keluarga
saat pendapatan utama terganggu. Selain itu, pendapatan
tambahan dapat menunjang pemenuhan kebutuhan rumah tangga
yang cenderung mengalami peningkatan secara terus-menerus,
sementara pendapatan keluarga tidak mengalami kenaikan yang
sebanding. Sehingga, strategi yang dapat dilakukan adalah mencari
sumber pendapatan lainnya.

d. Mempunyai sejumlah aset keluarga. Rumah tangga sangat rentan
mengalami masalah ekonomi. Sehingga, rumah tangga perlu bersiap
untuk risiko-risiko yang tidak dapat diduga dan dapat mengganggu
keseimbangan ekonomi keluarga. Selain itu, langkah yang dapat
dilakukan adalah dengan membeli sejumlah aset pada saat
perekonomian dalam keadaan baik. Aset tersebut dapat digunakan
untuk keadaan darurat yang merugikan secara ekonomi.

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan benteng ketahanan
ekonomi negara. Saat ketahanan ekonomi keluarga secara umum
terganggu maka akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Oleh sebab itu, melalui berbagai programnya, pemerintah berusaha
untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga serta mengentaskan

kemiskinan.
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BAB 3

MODEL PEMBERDAYAAN
EKONOMI PEREMPUAN PADA
BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL SYARIAH

(BTPN SYARIAH)

Sebelum masuk pada model pemberdayaan ekonomi perempuan
paa BTPN Syariah dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi
keluarga terlebih dahulu akan dijelaskan profil BTPN Syariah.

A. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

BTPN Syariah merupakan bank umum syariah yang lahir dari perpaduan
dua kekuatan, yaitu Bank Sahabat Purba Danarta dan Unit Usaha
Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret
1991, 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional (BTPN) pada 20 Januari 2014. Bank BTPN sendiri adalah
anak perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
Group dengan kepemilikan saham sebesar 92.43%, diikuti oleh publik
sebesar 5.23%, bank BCA dan BNI masing-masing memiliki jumlah
saham sebesar 1.02% dan 0.15%.

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan
menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan,
yaitu segmen prasejahtera produktif. Unit Usaha Syariah BTPN
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kemudian spin off menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. BTPN Syariah
diresmikan menjadi bank umum syariah ke-12 di Indonesia pada 14
Juli 2014 (BTPN Syariah, 2020). ’

BTPN Syariah merupakan bank umum syariah satu-satunya di
Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah
prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN
Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan
setiap nasabah yang dilayaninya (BTPN Syariah, 2020). Melayani dan
memberdayakan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia adalah
segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.
Bank umum syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan
dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat
terpencil prasejahtera yang belum terjangkau oleh bank umum lainnya.
Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat
prasejahtera, BTPN Syariah juga memberikan pendampingan berubah
pelatihan keuangan sederhana untuk membantu usaha nasabah agar
dapat terus berlanjut melalui program dayanya.

Saat ini, jumlah nasabah pembiayaan prasejahtera BTPN Syariah
secara nasional mencapai 3,6 juta orang. Outstanding pembiayaan
BTPN Syariah hingga akhir semester I/2019 tumbuh 24% secara year-
on-year (yoy) menjadi Rp8,54 triliun dari Rp6,87 triliun tahun 2018.
Meski mengambil ceruk pasar perempuan prasejahtera, namun rasio
pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) BIPN Syariah
terbilang rendah. Hingga akhir Juni 2019 rasio NPF bank ini turun 31
basis poin (BPS) menjadi 1,34% (BTPN Syariah, 2019). Pada Tabel 3.1
tergambar posisi keuangan BTPN Syariah dari tahun 2016-2019.
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Rasio Keuangan BTPN
Syariah 2016-2019
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Tabel 3.1 Rasio Keuangan BTPN Syariah 2016-2019

No. Rasio Keuangan (%) 2016 2017 2018 2019
Rasio Biaya terhadap Pendapatan

118 (BOPO) 7551 68,8 62,4 58,1

2. | Rasio Kecukupan Modal (CAR) 23,8 28,9 40,9 44,6

Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor

3 | (NPF Gross) 1,53 1,67 1,39 1,36

& Rasio Tingkat Pengembalian Aset 9.0 112 124 136
(RoA)

5. Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas 317 36,5 30,8 312
(RoE)

& Rasio Pembiayaan terhadap Dana 92,8 92,5 95,6 95,3

Pihak Ketiga (FDR)

Sumber: Annual Report BTPN Syariah tahun 2016-2019

Pada akhir 2019, BTPN Syariah sudah memberdayakan sebanyak
5 juta perempuan prasejahtera produktif di seluruh Indonesia. Dengan
total aset 16.435.005 triliun, BTPN Syariah memiliki 25 cabang di
seluruh Indonesia, 41 kantor fungsional operasional. Hampir 12.000
karyawan yang menjemput bola menyalurkan pembiayaan sebesar 9.2
triliun di hampir 70% total kecamatan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.2 Posisi Neraca Keuangan BTPN Syariah Tahun 2016-2020 (Juta)

Neraca 2016 2017 2018 2019 2020

1. |Total Aset | 7.323.347 |9.156.522 [ 12.039.275 | 15.383.038 | 16.435.005
2. ;:t;'biavaan 4.996.812 | 6.053.273 | 7.277.163| 8.999.574|  9.200.000
3. E:;;:ihak 5.387.564 | 6.545.879 | 7.612.000| 7.800.000|  9.700.000
4. | Giro 13.4| 95169  100.35 25.248| 15.709.755
5. |Tabungan | 1.043.452 |1.296.350 | 1.633.286| 1.975.515|  9.955.853
6. |Deposito | 4.330.712 | 5.154.360 | 5.878.478| 7.445.786| 65.342.819
7. | Total Ekuitas | 1.592.716 | 2.254.646 | 3.996.932| 5.393.320| 28.307.851

Sumber: Annual Report BTPN Syariah 2016-2020
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Di Sumatra Barat PT Bank BTPN Syariah Tbk terus berupaya
mengangkat ekonomi masyarakat di pelosok desa. Ada sekitar 75.000
perempuan keluarga prasejahtera produktif sampai April 2021 yang
diperbadayakan BTPN Syariah. Sementara itu, pembiayaan yang telah
disalurkan pada kuartal I kurang lebih Rp228 miliar (Harian Haluan,
2021).
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Pada kuartal I tahun 2021, BTPN Syariah terus menunjukkan
kinerja yang baik dalam melayani prasejahtera produktif. Meski di
tengah pandemi, penyaluran pembiayaan ke segmen ultra mikro ini telah
mencapai Rp9,7 triliun, tumbuh sebesar 6% dari periode yang sama di
tahun sebelumnya. Kemampuan bank syariah ini dalam menjaga kinerja
juga tecermin dalam perolehan laba bersih setelah pajak (NPAT) selama
kuartal I tahun 2021 mencapai Rp375 miliar atau setara dengan 44%
laba bersih tahun 2020. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga
meningkat sebesar 9%, mencapai Rp10,5 triliun. Seluruh pertumbuhan
yang baik ini menandakan bahwa perempuan prasejahtera produktif di
Indonesia memiliki ketangguhan dalam menghadapi pandemi Covid-19
(Antara Sumbar, 2021).

Menurut Kepala Pembiayaan Sumatera Barat Pitriyatin, pembiayaan
prasejahtera produktif diberikan berbasis kelompok dalam bentuk
Tepat Pembiayaan Syariah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan
tanpa agunan yang diberikan untuk modal usaha untuk perempuan
prasejahtera produktif. Pembiayaan ini diberikan sebagai modal usaha
khusus untuk ibu-ibu prasejahtera produktif yang ada di pedesaan
atau pinggiran kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya memberikan
akses keuangan dan modal usaha, BTPN Syariah juga mengupayakan
pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan berkala di bidang
literasi keuangan, kewirausahaan, dan kesehatan.

B. Deskripsi Responden
1. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada penelitian ini responden terdiri dari nasabah BTPN Syariah yang
seluruhnya berjenis kelamin perempuan karena kriteria nasabah BTPN
adalah perempuan berdaya yang terdiri dari perempuan tangguh yang
telah atau akan memiliki usaha. Berdasarkan keterangan Pimpinan
BTPN Syariah Cabang Padang, Fitriyatin, khusus nasabah di Sumatra
Barat berjenis kelamin perempuan, meskipun di provinsi lain tidak
tertutup kemungkinan nasabah juga berjenis kelamin laki-laki. Hal
ini disebabkan budaya masvarakat di mana laki-laki adalah kepala
keluarga dan rata-rata laki-laki bekerja di luar rumah, sementara
perempuan bekerja sambil membantu pendapatan ekonomi keluarga
dari rumabh. '
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2. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan
Terakhir

Pendidikan terakhir nasabah yang menjadi responden pada penelitian
ini lebih separuh tamatan SMA, dan sisanya tamat SD, SMP, bahkan
S-1. Hal ini dapat dilihat dari diagram sebagaimana tersaji berikut.

® SD

@ SMP
® SMA

@ s1

Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Banyaknya Responden Persentase (%)
sD 15 15,6
SMP 17 18
SMA 58 56,6
S-1 10 9,8
Total 100 100

Sumber: data primer yang diolah

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa pada responden yang
pendidikan terakhirnya SD berjumlah 15 responden (3,39%) yang
berpendidikan terakhir SMP berjumlah 17 responden (25,42%) yang
berpendidikan terakhir SMA berjumlah 58 responden (56,6%), dan yang
berpendidikan terakhir S-1 berjumlah 10 responden (6,78%).

3. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Umur Responden

Pada penelitian ini responden terdiri dari nasabah BTPN Syariah yang
berada di Sumatra Barat dan Riau, dengan umur yang berbeda-beda
mulai dari umur 21 tahun s.d. 60 tahun yang akan disajikan dalam
diagram berikut ini.
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Tabel 3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Rentang Umur Banyaknya Responden Persentase (%)
21-30 14 13,56
31-40 43 33,90
40-60 43 33,90
Total 100 100

Sumber: data primer yang diolah

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa pada responden berada pada
rentang umur 21-30 berjumlah 14 responden (13,56%) yang umur
dengan rentang 31-40 berjumlah 43 responden (33,90%) yang umur
dengan rentang 40-60 berjumlah 43 responden (33,90%).

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Pada penelitian ini responden terdiri dari nasabah BTPN Syariah yang
ada di Sumatra Barat dan Riau, berdasarkan data yang diperoleh dari
kuesioner yang diisi oleh nasabah, rata-rata profesi utama adalah
pedagang dengan jenis usaha sangat beragam, dan rata-rata adalah
pelaku usaha kecil menengah mulai dari berdagang makanan ringan,
jualan sarapan pagi, berdagang mainan anak-anak, berjualan kue kering/
basah, berdagang barang bekas, berdagang pakaian, berjualan secara
online, penjual bunga, dan lain-lain.
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5. Deskripsi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan
Rumah

@ .1k Sendin

@ !k Orang Tua
Dicea
Dice.a

@ Dioinjamkan

@ ik Keluarga

Berdasarkan diagram di atas, jelas bahwa responden yang memiliki
rumah sendiri berkisar sekitar 59%, sekitar 13,1% tinggal di rumah yang
statusnya milik orang tua, sedangkan 23% status kepemilikan rumah
masih disewa, dan 4,9% tinggal di rumah milik keluarga.

C. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan pada BTPN
Syariah di Sumatra Barat dan Riau

Berawal dari tekad memberikan kesempatan bagi perempuan hingga
pelosok pedesaan di Indonesia untuk tumbuh, BTPN Syariah istikamah
melayani segmen perempuan keluarga prasejahteta di Indonesia yang
biasa disebut “unbankable segment/financial inclusion” karena mereka
tidak memiliki catatan keuangan, dokumen legal, maupun jaminan.
Perempuan prasejahtera memiliki keinginan untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang
lebih tinggi. Problem utama untuk mewujudkan keinginan ini adalah
ketiadaan modal dan kurangnya keterampilan untuk memulai usaha.
Atas dasar inilah BTPN Syariah fokus dan masif melayani segmen ini.
Mayoritas perempuan yang menjadi nasabah BTPN Syariah memiliki
plafon pembiayaan yang kecil, dimulai dari Rpl juta untuk jangka
waktu 12 bulan.

BTPN Syariah memiliki model menjaring nasabah berbasis
komunitas. Perempuan yang akan menjadi nasabah harus membentuk
kelompok yang beranggotakan minimal 5 orang agar bisa mendapat
pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah dengan akad murabahah bil
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wakalah. Pembiayaan berbasis kelompok bertujuan untuk membangun
empat karakter nasabah yang dikenal dengan istilah BDKS (Berani
Berusaha, Disiplin, Kerja Sama, dan Saling Bantu). Sehingga, terbentuk
tatanan masyarakat yang memiliki ketangguhan ekonomi. Bahkan,
pemberdayaan sudah dilakukan sebelum perempuan prasejahtera resmi
menjadi nasabah BTPN Syariah. BTPN Syariah juga memberikan edukasi
literasi keuangan. Edukasi yang diberikan berupa sosialisasi mengenai
pembiayaan, tabungan, serta pengelolaan keuangan yang dikemas dalam
bentuk pelatihan.

PT BTPN Syariah (Tbk) tidak hanya sekadar menyalurkan
pembiayaan, namun BTPN Syariah memberikan pendampingan untuk
perempuan yang menjadi nasabahnya agar nasabahnya mampu terus
mengembangkan usahanya hingga memengaruhi lingkungan sekitar.
“Pembiayaan nasabah itu tujuannya tentu untuk meningkatkan taraf
hidupnya. Namun, kami lalu memberikan pendampingan dan ingin agar
nasabah menularkan (kesuksesan) ke lingkungan.” (Pitriyatin, Kepala
Cabang BTPN Padang, 2021). Proses pemberdayaan di BTPN Syariah
dimulai sebelum masyarakat menjadi nasabah. Pemberian pembiayaan
kepada nasabah diawali dengan:

1. Pre-Marketing

Pada tahapan pre-marketing yang dilakukan oleh tim Mobile
Marketing Sentra (MMS) yakni:

a. Silaturahmi dengan Aparat Setempat

Tim MMS melakukan pertemuan dengan kelurahan maupun
kecamatan dalam rangka silaturahmi sekaligus menyosialisasi
produk BTPN Syariah. Di samping itu, tim juga mencari
informasi dari kelurahan mengenai calon nasabah yang akan
diberikan pembiayaan.

b.  Mini Meeting (MM)
Tim MMS mengunjungi secara langsung ibu-ibu yang menjadi
target pembiayaan. Tujuan mini meeting ini adalah untuk
melakukan survei lokasi agar lokasi tempat tinggal calon
nasabah bisa diketahui secara pasti. Selanjutnya, menggali
kebutuhan ibu-ibu tersebut sambil memperkenalkan produk
BTPN Syariah secara singkat.
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c.  Projection Meeting (PM)

Ini merupakan tindak lanjut dari mini meeting dalam rangka
menggali kebutuhan calon nasabah, memberi motivasi, dan
menjelaskan secara detail tujuan, manfaat, dan ketentuan
pembiayaan BTPN Syariah kepada ibu-ibu agar berani
berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu (Nelvira
Rizalmi, Bisnis Manajer Koordinator BTPN Syariah Padang,
2021).

Survei dan Wawancara (SW)

Survei dilakukan untuk mengetahui lokasi usaha dan omzet
yang dimiliki nasabah agar tim MMS bisa mempertimbangkan
berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan untuk tahap awal.
Community officer menganalisis kelayakan usaha nasabah yang akan
menerima pembiayaan. Selanjutnya, wawancara langsung kepada
nasabah dan tetangga untuk mendapatkan informasi karakter
nasabah. CO akan mengonfirmasi kesesuaian data yang diberikan
nasabah dengan hasil survei dan referensi dari masyarakat sekitar.
Setelah menganalisis kelengkapan data nasabah, tim MMS akan
menentukan plafon pembiayaan yang akan diberikan.

Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK)

Calon nasabah yang sudah dipilih, disurvei, dan diwawancara
selanjutnya diberikan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK). PDK
wajib diikuti oleh semua calon nasabah sebagai salah satu syarat
untuk mendapatkan pembiayaan. Pelatihan ini ditujukan kepada
ibu-ibu calon nasabah agar mengerti dan paham tentang pembiayaan
di BTPN Syariah. Ibu-ibu calon nasabah mengetahui tentang
peraturan pembiayaan. Tujuan PDK untuk melihat keseriusan calon
nasabah terhadap pembiayaan yang akan diberikan. PDK dilakukan
selama 5 hari berturut-turut selama 30 menit sampai 60 menit
dengan agenda kegiatan sebagai berikut (Vivin Fitia Nova, Bisnis
Manajer BTPN Syariah Solok, 2021):

Hari pertama diawali dengan doa bersama, presensi, mengumpulkan
uang kas (Rp2.000), membentuk grup dan sentra, kemudian
menunjuk ketua sentra. Grup beranggotakan maksimal 5 orang,
termasuk ketua grup. Ketua dipilih oleh anggota grup. Ibu, anak,
atau saudara kandung tidak boleh berada dalam satu grup. Sentra
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terdiri dari minimal 1 grup dan maksimal 5 grup yang dipimpin
oleh ketua sentra. Ketua sentra dipilih oleh anggota grup yang
merupakan anggota sentra. Penentuan rumah sentra dan waktu
Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Rumah sentra merupakan tempat
PRS, bisa merupakan rumah salah satu nasabah, atau tempat
lainnya yang disepakati sebagai tempat PRS seluruh anggota sentra.
Waktu PRS disepakati anggota grup dan sentra, serta bersifat tetap.
Materi pelatihan penjelasan tentang program pembiayaan di BTPN
Syariah, pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari kedua diawali dengan doa bersama, presensi, mengumpulkan
uang kas, review materi hari pertama dengan memberi pertanyaan
kepada calon nasabah, sedangkan untuk materi adalah aturan
pembiayaan dengan prinsip Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras,
dan Solidaritas (BDKS), pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari ketiga diawali dengan doa bersama, presensi, mengumpulkan
uang kas, review materi hari kedua dengan memberi pertanyaan,
kemudian untuk materi tata cara pengajuan pembiayaan, serta
penggunaan pembiayaan dan pelatihan mengenai pengelolaan
keuangan, pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari keempat diawali dengan doa bersama, absensi, mengumpulkan
uang kas, review materi hari ketiga, informasi persiapan pelantikan,
pertemuan diakhiri dengan doa penutup.

Hari kelima yang merupakan hari terakhir PDK untuk kegiatan
awalnya tetap sama dengan hari sebelumnya yaitu doa bersama,
absensi, dan pengumpulan uang kas. Selanjutnya pelantikan anggota
yang dinyatakan lulus PDK yakni kehadirannya 100%. Jika ada calon
nasabah yang pernah absen, ia tidak bisa menerima pembiayaan.
Sebagai bukti kelulusan, nasabah akan dilantik oleh manajer sentra
atau MMS. Pihak BTPN Syariah akan menerbitkan tanda kelulusan
PDK yang dibuat dalam 2 lembar, 1 lembar yang asli disimpan
oleh bank dan 1 lembar fotokopinya diberikan kepada ketua sentra
pada waktu pelantikan untuk disimpan oleh ketua sentra. Setelah
pelantikan, nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan
dengan mengisi formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan
Pembukaan Rekening (AP3R) yang disediakan pembina sentra.
Kemudian pertemuan diakhiri dengan doa penutup.
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Pencairan Pembiayaan dan Pembacaan Akad

Nasabah yang sudah lulus pelatihan dasar keanggotaan dapat
mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir Aplikasi
Pengajuan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R). Sebelum
melakukan pencairan pembiayaan, Community Officer (CO) harus
memastikan pembiayaan yang akan diberikan adalah untuk
keperluan usaha, bukan untuk keperluan lain. Nasabah dibolehkan
menggunakan dana pembiayaan hanya untuk menambah modal
usahanya (Restu Amelia, Bisnis Manajer BTPN Syariah Padang,
2021).

Pencairan pembiayaan dilakukan setelah formulir Aplikasi
Pengajuan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R)
disetujui oleh pihak pusat maka informasi waktu pencairan akan
diberitahukan oleh pembina sentra kepada ketua sentra. Rentang
waktu pencairan dapat dilakukan paling cepat 3 hari jam kerja
dengan jumlah pembiayaan yang disetujui pihak pusat. Akad
yang digunakan dalam pembiayaan di BTPN Syariah adalah akad
murabahah bil wakalah.

Pembacaan akad murabahah bil wakalah dilakukan secara perorangan
pada saat pertemuan rutin sentra yang disaksikan oleh 2 orang saksi
yang terdiri dari ketua sentra dan satu orang anggota sentra. Setelah
membaca akad CO akan bertanya kepada ketua kelompok dan
anggota lainya apakah akad sudah sah, anggota kelompok menjawab
sah. Selesai pencairan nasabah dan saksi menandatangani akad.
Kemudian, nasabah diwajibkan menyerahkan nota pembelian
barang kepada bank setelah nasabah membeli barang untuk
keperluan usahanya. Jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun atau
26 kali angsuran, setiap nasabah dibebaskan satu kali angsuran
pada saat hari raya Idulfitri.

Pada awalnya nasabah mendapatkan pembiayaan sebesar
Rp1.500.000, pada pembiayaan berikutnya bisa Rp2.000.000.
Jumlah pembiayaan bisa meningkat sesuai perkembangan usaha
nasabah hingga Rp70.000.000. Peningkatan jumlah pembiayaan
tergantung kepada kelancaran pembayaran pembiayaan dan
usaha nasabah dan kehadirannya pada setiap kali PRS. Misalnya
seorang nasabah mendapatkan pembiayaan (modal pokok) sebesar
Rp2.000.000. Margin murabahahnya sebesar Rp600.000. Sehingga,
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Harga jual sebesar Rp2.600.000 dengan jangka waktu 1 tahun (52
minggu) 25 kali angsuran dengan jumlah angsuran Rp104.000
(Restu Amelia, Bisnis Manajer BTPN Syariah Padang, 2021).

5. Pendampingan Nasabah (Maintenance Nasabah)

Nasabah yang telah menerima pembiayaan diberikan pendampingan
secara berkala. Pendampingan nasabah dilakukan dalam bentuk:

a. Pertemuan Rutin Sentra (PRS)

Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dilakukan sekali dua minggu
setelah pencairan pembiayaan. Semua kegiatan seperti
pembayaran angsuran, penyetoran tabungan, atau penarikan
tabungan, dan sebagainya dilakukan pada saat PRS. PRS
dilakukan di tempat, hari, dan jam yang telah disepakati
bersama pada saat Mini Meeting (MM). Pada saat PRS, CO
akan selalu mengingatkan 4 perilaku yang harus dilakukan
nasabah yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling
membantu.

b.  Monitoring Usaha (MU) dan Surprise Visit (SV)

Monitoring usaha dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan
pada usaha nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. MU
dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pencairan. Jika
dalam MU ditemukan nasabah menggunakan pembiayaan tidak
sesuai dengan tujuan awal, CO akan memberikan peringatan
dan nasabah tersebut tidak mendapatkan top up atau tambahan
pembiayaan siklus selanjutnya. Selanjutnya pendampingan
dilakukan dalam bentuk Surprise Visit (SV) yakni memantau
penggunaan dana dan keadaan usaha nasabah. SV dilakukan
secara acak minimal 4 orang nasabah dan dilaksanakan
maksimal 3 bulan sejak pembiayaan dicairkan.

BTPN Syariah berkomitmen dalam mengembangkan keuangan
inklusif melalui pemberdayaan nasabah perempuan prasejahtera
produktif. BTPN Syariah menjadi bank pertama yang memfokuskan
segmentasi pada nasabah perempuan prasejahtera produktif (BTPN
Syariah, 2019d). Kenapa perempuan? Pemberdayaan nasabah perempuan
dilakukan lantaran perempuan dianggap memiliki andil besar dalam
perekonomian keluarga. Salah satunya kemampuan finansial yang
dimiliki seorang perempuan adalah perempuan memiliki semangat
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berusaha, disiplin menyisihkan uang hasil usahanya, hampir 100% ibu-
ibu nasabah BTPN Syariah disiplin dalam mencicil pinjaman. Kalau ibu-
ibu punya kemampuan finansial maka akan menambah income keluarga
sehingga akan lebih bagus kontribusi pemasukannya kepada ekonomi
keluarga (Silvina Auliya, Community Officer BTPN Syariah Solok,
2021). Artinya pemberdayaan ekonomi perempuan dapat bermanfaat
bagi ekonomi keluarga. Jika ekonomi sebuah keluarga tumbuh, keluarga
itu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera. Keadaan ini
tentu dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Saat ini, BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank umum syariah
di Indonesia yang 100% nasabah pembiayaannya adalah perempuan,
begitu juga hampir 100% karyawan di lapangan juga perempuan
yang menggalang dana dari keluarga prasejahtera dan menyalurkan
seluruhnya kepada keluarga prasejahtera produktif di Indonesia
berdasarkan prinsip syariah. BTPN Syariah membantu para ibu-ibu
prasejahtera produktif dengan program pelatihan yang tepat guna
dan tepat sasaran, membantu usaha mereka berkembang. Cita-cita ini
sebagai bagian dari wujud dukungan BTPN Syariah bagi pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan dalam sustainable development goals
(BTPN Syariah, 2019b).

BTPN Syariah memberikan program pendampingan, seperti
pengelolaan keuangan sederhana, agar memberikan kesempatan kepada
nasabah untuk membuka akses keuangan, juga untuk meningkatkan
kapasitas nasabah. BTPN Syariah memberikan pendampingan secara
berkelanjutan bahkan sejak calon nasabah belum mendapatkan
pembiayaan. Calon nasabah diberikan edukasi agar mereka memiliki
keberanian untuk berusaha, disiplin, mau bekerja keras, dan solidaritas
terhadap sesama. BTPN Syariah di samping mengembangkan bisnis dan
melakukan pendampingan, juga mengukur pergerakan kesejahteraan
nasabah melalui Poverty Probability Index (PPI) untuk mengidentifikasi
masyarakat yang tergolong prasejahtera. PPI digunakan untuk
memastikan bahwa nasabah yang dilayani BTPN Syariah merasakan
dampak ekonomi yang nyata setelah berinteraksi dengan BTPN Syariah.

Daya mewarnai bisnis keseharian BTPN Syariah sebagai bankir
pemberdaya dengan aspek sosial yang kental. Selaras dengan makna
‘daya’ dalam kamus, bankir pemberdaya berkarya melalui berbagai
pelatihan yang diberikan tanpa biaya kepada nasabah dan juga

50 Inklusi Keuangan: Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah



keluarganya untuk melengkapi mereka dalam bidang kesehatan,
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha, semua untuk
mengubah kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik.

BTPN Syariah bergerak konsisten, melakukan aktivitas yang
mendukung literasi keuangan, antara lain melalui pelatihan pengelolaan
keuangan pada saat pelatihan dasar keanggotaan, pelatihan daya
yang diberikan kepada nasabah untuk mengerti kesehatan, serta
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Ada tiga pilar
daya yang menjadi core BTPN Syariah dalam melakukan pemberdayaan
ibu-ibu prasejahtera yang menjadi nasabah BTPN Syariah yakni:

Pilar 1: Daya Sehat Sejahtera, yakni program pemberdayaan di
bidang kesehatan yang bertujuan mendorong pola hidup yang sehat
sehingga nasabah bisa tetap produktif dalam berusaha. Terdapat 4
program kegiatan dalam Daya Sehat Sejahtera yaitu pelatihan daya,
kader kesehatan, sahabat daya universitas, dan bakti sosial.

Pilar 2: Daya Tumbuh Usaha, yakni fokus di bidang kewirausahaan
untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya melalui kegiatan
pelatihan usaha praktis, informasi bisnis, dan peluang usaha baru.
Sementara itu, dari sisi penerima pelatihan, BTPN Syariah menyediakan
banyak variasi topik yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
Hal ini mengingat beragamnya latar belakang nasabah BTPN Syariah
sehingga materi pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing area. Selain memberikan pelatihan dengan menggunakan
modul seperti Modul Pengelolaan Keuangan, Modul Edukasi Menabung
(Menggapai Mimpiku, Mewujudkan Mimpiku, Tabungan Mimpiku,
dan Pentingnya Menabung), terdapat juga variasi tips singkat untuk
menambah pengetahuan aplikatif yang juga mendukung program dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain: Rajin Menabung, Dana
Darurat, dan BPJS. Di samping itu, BTPN Syariah juga memberikan
materi pelatihan di ranah teknologi untuk nasabah yang sudah siap
menggunakan platform digital.

Pilar 3: Daya Tumbuh Komunitas yang bertujuan memberdayakan
komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat, dan komitmen yang
sama untuk bekerja sama dalam mengembangkan berbagai potensi,
baik dalam menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup.
Program yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu program peningkatan
kapasitas komunitas. Di tahun 2018, BTPN Syariah mulai menjangkau
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program pemberdayaan untuk anak-anak nasabah yang telah dirintis
bekerja sama dengan Ready to Work Accelerator Program (RWAP)
melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Demak, Jawa Tengah. Peningkatan
Kapasitas Komunitas yaitu program pemberdayaan yang merupakan
keberlanjutan dari tahun sebelumnya, yaitu meningkatkan kapasitas
keterampilan dan jangkauan pasar, serta mendorong pola hidup sehat
bagi nasabah (BTPN Syariah, 2019).

D. Dampak Program Pemberdayaan pada BTPN Syariah
terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Sumatra
Barat dan Riau

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu amanat UUD 1945 dalam
rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia
bertanggung jawab penuh dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat
telah melalui program pengurangan tingkat kemiskinan dengan berbagai
cara, di antaranya memberikan bantuan sosial, baik secara langsung
melalui program cash transfer maupun tidak langsung melalui subsidi bagi
masyarakat miskin. Serta memberikan dukungan akses permodalan dengan
biaya rendah (Noviendri Djalil, Andreas Rafael, Bahrul Rohman, Iswandi,
Wawan Santoso, dan Jjtihadi, 2021).

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh industri perbankan
boleh dikatakan jarang sekali dilakukan karena tujuan utama bisnis
perbankan adalah keuntungan. Sementara pemberdayaan membutuhkan
cost yang relatif besar untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan
pendampingan, tujuan akhir pendampingan ini adalah agar pengetahuan
peserta menjadi meningkat (Subarjo dan Setianingsih, 2020).

BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang
mengambil peran dalam memfokuskan diri melayani keluarga
prasejahtera produktif, dengan konsen menyalurkan pembiayaan kepada
masyarakat prasejahtera yang boleh dikatakan unbankable karena rata-
rata hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah belum tersentuh
layanan perbankan. Fokus utama dari model bisnis tersebut adalah
kaum perempuan. Tujuan utama program pemberdayaan BTPN Syariah
ini adalah dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha nasabah
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, serta
membantu perekonomian keluarga.
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Sebagaimana diungkapkan di atas, kajian ini melakukan survei
untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara menyebarkan
kuesioner kepada nasabah BTPN Syariah sebagai responden terpilih yang
berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selain kuesioner, juga dilakukan
wawancara mendalam terhadap beberapa nasabah untuk menggali
informasi yang lebih terperinci. Data yang terjaring adalah sebanyak
122 dari kuesioner yang disebarkan ke nasabah yang ditemui di lokasi
penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan
ternyata dari yang valid dan layak untuk diolah hanya 100 data.

Kajian ini mendeskripsikan dan menguji dampak dari model
pemberdayaan BTPN Syariah dalam menjaga ketahanan ekonomi
keluarga di Sumatra Barat dan Riau. Sampel pada penelitian ini
berjumlah 100 orang nasabah yang berada di sentra-sentra yang ada di
Sumatra Barat dan Riau. Untuk lebih jelasnya, data secara lebih rinci
akan disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan

Pada tahap ini dilakukan pengujian statistik untuk menguji pendapatan
nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN
Syariah. Penelitian ini akan melihat dampak pemberdayaan perempuan
yang dilakukan oleh BTPN Syariah terhadap pendapatan dari nasabah
BTPN Syariah yang memperoleh pembiayaan. Pengukuran dampak ini
akan dilakukan dengan menggunakan bantuan dari program Microsoft
Excel dan Program SPSS 22.0. Untuk data statistik ini, terdapat beberapa
langkah atau tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

a.  Uji Normalitas

Tabel 3.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Sebelum Sesudah
N 100 100

Normal Mean 2,537,000.0000 3,554,000.0000
Parameters®® Std.

Deviation 1,575,292.50130 2,224,492.67852
Most Extreme Absolute 214 71
Differences Positive | .214 71

Negative | -.095 -.148
Test Statistic 214 AN
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Asymp. Sig. (2-tailed) .000¢ .000¢
a. Test distribution is normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors significance correction.

Pada Tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 < dari 0,05. Maka, sesuai dengan
dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-
Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak
normal. Dengan demikian, uji hipotesis yang dapat digunakan
untuk menganalisis dampak dari model pemberdayaan BTPN
Syariah dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di Sumatra
Barat dan Riau menggunakan uji Wilcoxon.

Uji Wilcoxon
Tabel 3.6 Uji Wilcoxon Pendapatan Nasabah BTPN Syariah
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
Sesudah - Negative Ranks 4 58.75 235.00
Sebelum Positive Ranks 85" 44.35 3770.00
Ties 11°
Total 100
a. Sesudah < Sebelum
b. Sesudah > Sebelum
¢. Sesudah = Sebelum

Test Statistics®

Sesudah - Sebelum
Z -7.277°
Asymp. Sig. (2-tailed) .000

a. Wilcoxon signed ranks test.

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan Tabel 3.6 pada output yang pertama yaitu “ranks”
(a) negative rank atau selisih negatif pendapatan sebelum dan
pendapatan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah. Nilai N
adalah 4 menunjukkan bahwa 4 nasabah mengalami penurunan
pendapatan dengan nilai rata-rata 58,75, sedangkan jumlah ranking
negatifnya sebesar 235.00. (b) Positif ranks atau selisih positif
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pendapatan sebelum dan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah
adalah sebesar 85 data positif (N) yang berarti ada 85 nasabah yang
mengalami peningkatan pendapatan. Dengan nilai mean rata-rata
sebesar 44,35, sedangkan jumlah ranking positifnya adalah sebesar
3770.00. (c) Ties merupakan kesamaan nilai pendapatan nasabah
BTPN Syariah yang memiliki pendapatan usaha yang sama sebelum
dan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah dengan nilai sebesar
11. Artinya adalah terdapat 11 orang nasabah yang pendapatannya
tetap atau tidak berubah setelah menjadi nasabah daya BTPN
Syariah.

Pada kolom Asymp. Sig./Asympotic dua sisi (2-tailed) adalah 0.000
atau probabilitas kecil dari 0.05. Maka, probabilitas diterima, hal
ini berarti bahwa program pemberdayaan perempuan BTPN Syariah
berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah
BTPN Syariah sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah.

c.  Uji Pearson Correlation

Tabel 3.7 Uji Pearson Correlation

Correlations
Sebelum Sesudah

Pearson Correlation 1 .809™
Sebelum | Sig. (2-tailed) .000

N 100 100

Pearson Correlation .809" 1
Sesudah | Sig. (2-tailed) .000

N 100 100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan output Tabel 3.7 di atas diketahui nilai r hitung 0,809
> dari r tabel 0,256, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang sangat kuat antara pendapatan sebelum dan
pendapatan sesudah menjadi nasabah BTPN Syariah karena
mendekati angka 1. Berdasarkan tanda dua bintang (**) artinya
kolerasi signifikan pada angka signifikansi 0,01.

Dari uji Wilcoxon yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan
bahwa program pemberdayaan perempuan BTPN Syariah berdampak
positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah BTPN Syariah
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sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah. Sebanyak 85
responden dari 100 responden menyatakan pendapatannya meningkat
setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dari BTPN
Syariah. Sementara, 11 responden menyatakan pendapatannya tetap
dan 4 lagi menyatakan pendapatannya menurun. Hal ini tidak lepas
dari kondisi pandemi Covid-19 yang melanda saat ini. Sebagaimana
diungkapkan oleh sejumlah responden bahwa pendapatan mereka
mengalami penurunan akibat Covid-19.

2. Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan ekonomi
keluarga adalah kepemilikan rumah karena rumah sebagai tempat
tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
Dari hasil survei, status kepemilikan rumah responden saat ini adalah
sebagai berikut.

@ ik Sendin

@ !Nk Orang Tua
Dicewia

@® Dipinjamkan

@ !k Keluarga

Pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa responden yang memiliki
rumah sendiri berkisar sekitar 59%, sekitar 13,1% tinggal di rumah
yang statusnya milik orang tua, sedangkan 23% menyewa rumah dan
4,9% tinggal di rumah milik keluarga. Indikator ketahanan ekonomi
keluarga dalam hal ini dilihat dari apakah rumah yang mereka tempati
berstatus milik sendiri atau bukan. Mereka yang mempunyai rumah
sendiri berarti memiliki tingkat ketahanan ekonomi lebih baik daripada
yang tidak memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data di atas dapat
disimpulkan bahwa lebih dari separuh atau lebih tepatnya 59% dari
nasabah mempunyai tingkat ketahanan ekonomi yang lebih baik.
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Berdasarkan pernyataan dari responden melalui wawancara
mendalam, pendapatan yang dihasilkan dari usahanya telah dapat
membangun rumah huniannya saat ini. Responden lainnya mengaku
bahwa mereka dapat mengisi rumah mereka dengan berbagai macam
perlengkapan rumah tangga seperti kulkas, televisi, dan perlengkapan
rumah tangga lainnya dari hasil usaha mereka. Temuan ini menjelaskan
bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BTPN
Syariah telah membantu nasabah untuk mempunyai rumah sendiri dan
juga mengisi rumah tersebut dengan berbagai perlengkapan rumah
tangga yang mereka butuhkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
program BTPN Syariah ini berkontribusi dalam membangun ketahanan
ekonomi keluarga para nasabahnya.

3. Pembiayaan Pendidikan Anak

Pembiayaan pendidikan anak berkaitan dengan kemampuan pembiayaan
pendidikan anak. Dari hasil survei, 25% dari nasabah tidak mempunyai
pengeluaran pembiayaan pendidikan karena mereka tidak memiliki anak
usia sekolah. Anak-anak mereka belum masuk usia sekolah atau sudah
menamatkan sekolahnya. Sementara, 75% lainnya mempunyai anak
yang sedang bersekolah dengan biaya pendidikan beragam tergantung
jumlah anak dan tingkat pendidikan. Pengeluaran biaya pendidikan
responden yang paling kecil adalah Rp150.000, dan paling tinggi
Rp3.000.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan pendapatan keluarga
saat ini, biaya pendidikan ini masih bisa dipenuhi oleh keluarga.

Dalam wawancara mendalam juga mengungkapkan bahwa
responden mengatakan bahwa umumnya mereka mengalami kesulitan
untuk membiayai pendidikan anak sebelum mendapatkan pembiayaan
dari BTPN Syariah. Namun, setelah mendapatkan pembiayaan dari BTPN
Syariah, mereka dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan
pendapatannya sehingga bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anak
mereka.

4. Tabungan Keluarga

Simpanan atau tabungan keluarga adalah fakror yang sangat penting
untuk mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Simpanan ini berfungsi
sebagai dana berjaga-jaga apabila kondisi perekonomian keluarga
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memburuk atau ada kebutuhan penting yang mendadak harus dipenuhi
seperti biaya kesehatan yang tidak di-cover BPJS dan lain sebagainya.

Salah satu target pemberdayaan BTPN Syariah adalah membudayakan
menabung secara rutin bagi nasabah-nasabahnya. Setiap 2 minggu sekali
CO (Community Officer) BTPN Syariah datang mengunjungi masyarakat.
Selain untuk memungut cicilan, mereka juga mengumpulkan simpanan
masyarakat. Salah seorang responden melalui wawancara mendalam
menyatakan bahwa setiap kali CO datang, mereka harus menabung
meskipun hanya Rp10.000. Angka ini tentu tidak memberatkan bagi
nasabah apalagi guna tabungan ini juga untuk kebaikan nasabah itu
sendiri.

Namun, karena dampak Covid-19 terhadap usaha nasabah,
sejumlah responden mengaku tidak dapat lagi menabung karena
pendapatannya yang berkurang. Melihat kondisi ini, BTPN Syariah
memberikan keringanan dengan tidak lagi mewajibkan nasabah untuk
menabung, tetapi masih tetap dianjurkan. Dari 100 responden saat ini
6 orang tidak menabung sama sekali. Sisanya 94 responden menabung
secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi. Yang paling
rendah saat ini menabung Rp50.000 setiap bulan. Sementara, yang
paling tinggi dapat menabung Rp4.000.000 setiap bulan. Rincian
tabungan per bulan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Jumlah Tabungan Nasabah per Bulan

Jumlah Tabungan (Per Bulan) Jumlah Persentase
0 6 6%
50.000 3 3%
100.000 11 11%
150.000 1 1%
200.000 5 5%
300.000 13 13%
350.000 1 1%
400.000 1 1%
500.000 22 22%
600.000 2 2%
900.000 1 1%
1.000.000 19 19%
1.200.000 1 1%
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1.500.000 8 8%
2.000.000 4 4%
3.000.000 1 1%
4.000.000 1 1%

Sumber: data primer yang diolah

Dari sebaran data di atas dapat dilihat bahwa responden terbanyak
dapat menabung Rp500.000 per bulan, yaitu 22% responden, Terbanyak
kedua, yaitu 19% responden dapat menabung Rp1.000.000 per bulan.
Mereka yang dapat menabung lebih banyak mempunyai tingkat
ketahanan ekonomi keluarga yang lebih baik daripada mereka yang
tidak menabung sama sekali atau menabung sedikit sekali.

Berdasarkan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa model
pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BTPN Syariah
khususnya kepada nasabah prasejahtera sangat berdampak terhadap
ketahanan ekonomi keluarga. Hal ini dibuktikan dari hasil secara
kuantitatif di atas di mana 85 responden dari 100 responden menyatakan
pendapatannya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dan
pendampingan dari BTPN Syariah. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan
status kepemilikan rumah nasabah, biaya pendidikan anak, serta jumlah
tabungan yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Indikator
ini menunjukkan bahwa program BTPN Syariah ini berdampak terhadap
ketahanan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh BPTN
Syariah melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan berdampak
positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro
dilihat dari indikator jumlah pendapatan keluarga, status kepemilikan
rumah, pembiayaan pendidikan anak, serta jumlah tabungan. Hal ini
membuktikan bahwa perempuan punya daya juang yang tinggi dalam
berusaha, mahir dalam mengelola keuangan, dan disiplin menyisihkan
uang untuk tabungan. Dengan demikian, perempuan memiliki
kontribusi yang besar dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan pelaku usaha
kecil mikro nasabah daya BTPN Syariah telah memainkan peran
sebagai penyelamat ekonomi keluarga di tengah pandemi Covid-19.
Di saat banyak kepala keluarga kehilangan pekerjaan, perempuan
bangkit membantu perekonomian keluarga. Perempuan yang pandai
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memasak, mencoba peruntungan dengan bisnis kuliner kecil-kecilan.
Di samping itu, perempuan yang mahir menjahit, melakoni bisnis
fesyen, seperti busana Muslim atau sekadar menerima jasa jahitan.
Perempuan yang mempunyai bakat berdagang membuka warung kecil-
kecilan memanfaatkan ruangan yang ada di rumah atau usaha lain,
yang penting bagi mereka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi
kebutuhan utama, seperti makan dan biaya sekolah anak-anak. Dengan
demikian, kiprah perempuan dalam menguatkan ketahanan ekonomi
keluarga di masa krisis ekonomi terus meningkat. Ini terus tumbuh dan
meningkat terutama pada skala industri rumahan skala ultra mikro yang
dikelola ibu-ibu rumah tangga. Industri yang cenderung melibatkan
anggota keluarga dalam proses produksi maupun pemasaran. Industri
rumahan itu telah mampu memberi nilai tambah signifikan terhadap
perekonomian keluarga.

Model pemberdayaan ekonomi perempuan miskin produktif
pelaku usaha rumahan yang dilakukan BTPN Syariah merupakan
model pemberdayaan grassroots microfinance, yakni sebuah model
pemberdayaan berbasis akar rumput, di mana pemberdayaan yang
diberikan adalah untuk perempuan miskin produktif yang tidak dapat
mengakses pembiayaan di bank. Grassroots “akar rumput” menjadi
simbol orang miskin atau masyarakat kelas bawah, masyarakat yang
berpenghasilan rendah, dan unbankable. Masyarakat miskin atau
masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu tidak memiliki aset yang
layak untuk dijadikan sebagai agunan di bank. Usahanya kecil sehingga
pendapatannya tidak tetap (Bonin, et al., 2024; Konrad, et al., 2024;
Kumar, et al., 2021; Tanima, et al., 2020). Model pemberdayaan yang
diterapkan BTPN Syariah ini unik karena belum ada bank umum syariah
yang berani menyentuh segmentasi perempuan unbanked ini. Keunikan
program daya BTPN Syariah ini terlihat dari pemberdayaan berbasis
kelompok. Ada pelatihan dasar keanggotaan untuk calon nasabah
sebelum mendapatkan pembiayaan. Kemudian, dalam pembiayaan
BTPN Syariah menerapkan sistem tanggung renteng. Selanjutnya
ada pendampingan usaha yang dilakukan kepada nasabah pada saat
Pertemuan Rutin Sentra (PRS).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa modal pemberdayaan
yang mengintegrasi antara pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan
memberikan dampak yang positif terhadap penguatan kemampuan
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perempuan (Sengupta, 2024), dalam penelitiannya mencoba
membandingkan model pemberdayaan perempuan di Benggala Barat
pada lembaga keuangan mikro yang hanya sekadar menyalurkan
pembiayaan mikro dengan lembaga keuangan yang memberikan
pendampingan secara berkelanjutan. Lembaga keuangan yang
memberikan pembiayaan mikro dengan pendampingan berkelanjutan
lebih dalam jangkauan dan dampaknya terhadap pemberdayaan
perempuan. Dengan model pemberdayaan seperti ini perempuan lebih
memungkinkan untuk lebih mandiri dari segi ekonomi. Seperti yang
ditegaskan Bonin et al. (2024), kemandirian finansial merupakan faktor
kunci keberhasilan kelompok ekonomi perempuan.

BTPN Syariah saat ini adalah satu-satunya bank syariah yang
menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat prasejahtera
yang termasuk golongan masyarakat yang “unbankable” atau tidak
dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Sebuah terobosan yang
dilakukan oleh perbankan syariah selaku lembaga keuangan syariah
yang melirik segmentasi usaha mikro. Padahal segmentasi masyarakat
prasejahtera sebenarnya cukup berisiko karena sangat mungkin
pembiayaan yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan
dasar yang bersifat konsumtif sehingga pada akhirnya dikhawatirkan
mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan.
Pembiayaan yang tanpa jaminan atau agunan sama sekali membuat
risiko itu menjadi lebih besar. Dalam keadaan seperti ini BTPN Syariah
menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis kelompok sebagai
solusi untuk meminimalisir risiko.

Adapun aktivitas pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah
yang dapat memitigasi risiko, di antaranya: 1) pemberian pelatihan
pengelolaan keuangan untuk calon nasabah; 2) pembentukan kelompok
dengan prinsip kafalah atau tanggung renteng di antara anggota
kelompok nasabah; 3) pendampingan usaha nasabah; 4) menumbuhkan
budaya menabung dan sikap kewirausahaan di kalangan nasabah.
Pelatihan pengelolaan keuangan dan pendampingan usaha yang
dilakukan dapat meningkatkan usaha nasabah. Hal ini dilakukan dalam
rangka meminimalisir timbulnya kerugian. Pada saat usaha nasabah
mengalami kemacetan yang tidak dapat dihindari sehingga nasabah
kesulitan untuk membayar cicilan maka pada saat itu dana tabungan
nasabah dipakai untuk membayar cicilannya. Apabila dana tabungan
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nasabah tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan maka dana “kewel-
kewel” atau dana cadangan yang disiapkan anggota kelompok secara
tanggung renteng digunakan untuk menutupi tunggakan cicilan nasabah
tersebut dengan kewajiban menggantinya pada saat pertemuan rutin
sentra berikutnya. Ini merupakan strategi yang digunakan bank untuk
meminimalisir risiko kredit macet.

Dari hasil paparan data penelitian dapat dijelaskan bahwa program
pemberdayaan BTPN Syariah di Provinsi Sumatra Barat dan Riau
diarahkan kepada kelompok perempuan miskin yang memiliki usaha
maupun perempuan yang belum memiliki usaha, tetapi mempunyai
tekad untuk berusaha. Memperdayakan perempuan dilakukan agar
mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mampu membantu
ketahanan ekonomi keluarga. Karena perempuan merupakan katub
pengaman ekonomi keluarga (Marwanti dan Astuti, 2021). Usaha
untuk mengurangi kemiskinan perempuan akan berdampak pada
ketahanan ekonomi keluarga (Puspitasari, 2015). Karakter perempuan
yang cenderung berhati-hati dibandingkan laki-laki, diyakini akan
lebih mampu mengelola dana dengan lebih baik. Hasil penelitian
(Suman, 2007) menunjukkan bahwa pinjaman yang dilakukan
perempuan cenderung lebih produktif untuk mengentaskan kemiskinan
dibandingkan dengan pinjaman untuk laki-laki. Hal ini didukung oleh
temuan Kusnandar di mana kemampuan wirausaha wanita tidak kalah
dibandingkan dengan laki-laki (Kusnandar, 2018). Sehingga, pengusaha
perempuan perlu mendapat dukungan modal dalam pengembangan
usaha. Sehingga, salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah
melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan akan
lebih meningkatkan daya tawar yang dapat dilakukan dengan sistem
pengorganisasian (Putra, 2015).

Dalam hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an
bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya. Dijelaskan
bahwa perempuan memiliki potensi dan eksistensi yang sama dalam
segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam Al-Qur’an dijelaskan:
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah
kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi kaum laki-laki ada
bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari
apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS An-Nisa’ [4]: 32).
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BTPN Syariah memiliki model menjaring nasabah berbasis
komunitas. Pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan keluarga
prasejahtera dimulai dari sebelum menjadi nasabah sampai nasabah
menerima pembiayaan, terus berlanjut setelah nasabah menerima
pembiayaan. Selanjutnya BTPN Syariah melakukan maintenance/
pendampingan kepada nasabah guna memastikan pelaksanaan program
pembiayaan terkontrol sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan.

Pendampingan rutin dilakukan oleh Pembina Sentra/PS. PS tidak
hanya bertugas mengambil angsuran, tetapi juga bertugas memberikan
arahan pengelolaan keuangan sederhana, memberikan kesempatan
kepada nasabah untuk membuka akses keuangan, dan meningkatkan
kapasitas nasabah. Ini menunjukkan BTPN Syariah memberikan
pendampingan secara berkelanjutan bahkan sejak calon nasabah belum
mendapatkan pembiayaan. Calon nasabah diberikan edukasi agar
mereka memiliki keberanian untuk berusaha, disiplin, mau bekerja
keras dan solidaritas terhadap sesama.

BTPN Syariah di samping mengembangkan bisnis dan melakukan
pendampingan, juga mengukur pergerakan kesejahteraan nasabah
melalui Poverty Probability Index (PPI) untuk mengidentifikasi masyarakat
yang tergolong prasejahtera. PPI digunakan untuk memastikan bahwa
nasabah yang dilayani BTPN Syariah merasakan dampak ekonomi yang
nyata setelah berinteraksi dengan BTPN Syariah.

Dari keseluruhan rangkaian model pemberdayaan yang dilakukan
oleh BTPN Syariah dapat dinyatakan bahwa BTPN Syariah merupakan
satu-satunya bank umum syariah yang konsisten terhadap pemberdayaan
perempuan berdasarkan prinsip syariah. Model pemberdayaan
mempunyai dampak positif untuk memberdayakan perempuan dalam
meningkatkan kemampuan mereka melakukan usaha. Namun, diketahui
di lapangan pendampingan berupa edukasi untuk meningkatkan
kemampuan pengelolaan keuangan dan usaha hanya dilakukan di
awal saja, selanjutnya tidak dilakukan lagi, hal ini diungkapkan oleh
beberapa nasabah yang diwawancarai (Nasabah Riau, 2021). Seharusnya
pendampingan berupa edukasi pengelolaan keuangan dan usaha tetap
diberikan secara berkala, demi meningkatkan wawasan nasabah.

Pembiayaan BTPN Syariah tidak 100% digunakan untuk modal
usaha, melainkan banyak yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
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seperti untuk biaya sekolah, belanja dapur, dan kebutuhan lainnya.
Hal inilah yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar
pinjaman karena penggunaan pinjaman atau talangan dana tidak sesuai
tempatnya. Jadi, pembiayaan BTPN Syariah yang diberikan oleh pihak
bank kepada nasabah memengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat
prasejahtera nasabah.

Ditemui juga di lapangan nasabah yang meminjam uang bukan
untuk keperluan dirinya, tetapi untuk saudaranya. Perilaku yang seperti
ini tidak diketahui oleh bank karena nasabah tetap memberikan angsuran
sesuai ketentuan. Artinya adalah bahwa ini lepas dari pengawasan bank.
Dipahami juga ternyata bank hanya mengecek kwitansi pembelian
barang tanpa melihat barang secara langsung. Sebaiknya akad wakalah
wal murabahah juga melihat fisik barang yang dibeli. Setidaknya PS
pernah secara langsung melihat usaha dari nasabah sehingga kecurangan
dapat diminimalisir.

Diketahui bahwa tujuan pemberdayaan perempuan bukanlah
sekadar upaya menjadikan perempuan menjadi berdaya dalam
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan suatu rangkaian
proses dalam upaya meningkatkan kemampuan perempuan dalam
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, serta memiliki kesempatan
dan status yang setara dengan laki-laki dalam meningkatkan ketahanan
ekonomi keluarganya. Maka, penulisan ini mendeskripsikan dan
menguji dampak dari model pemberdayaan BTPN Syariah dalam
menjaga ketahanan ekonomi keluarga di Provinsi Sumatra Barat dan
Riau.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus berjalan beriringan. Jika
keluarga sejahtera, akan berpotensi besar pada peningkatan ketahanan
keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui ketahanan
ekonomi keluarga yakni pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, pangan,
perumahan, pendidikan, dan kesehatan). Dimensi ketahanan ekonomi
dijabarkan melalui empat variabel; dan tujuh indikator, di antaranya
adalah sebagai berikut: (1) kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal
keluarga; (2) jumlah pendapatan keluarga sebagai tolok ukur kecukupan
pemenuhan kebutuhan keluarga; (3) pembiayaan pendidikan anak guna
mengukur kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak dan
mengukur keberlangsungan pendidikan anak; (4) tabungan atau uang
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simpanan keluarga sebagai jaminan keuangan keluarga dan jaminan
kesehatan keluarga (Alie dan Elanda, 2020b).

Hasil survei sampel penelitian yang berjumlah 100 orang nasabah
yang berada di sentra-sentra yang ada di Provinsi Sumatra Barat dan
Riau, dengan empat indikator dijadikan tolok ukur untuk melihat
tingkat ketahanan keluarga nasabah BPTN Syariah Wilayah Provinsi
Sumatra Barat dan Riau setelah mendapatkan pembiayaan membuktikan
bahwa:

Pertama, hampir 60% nasabah sudah memiliki rumah sendiri.
Berdasarkan pernyataan dari responden melalui wawancara mendalam,
pendapatan yang dihasilkan dari usahanya telah dapat membangun
rumah huniannya saat ini. Bahkan, ada responden yang mengaku
bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak hanya dapat
memperbaiki rumah mereka, tetapi juga dapat membantu mereka
dalam membuka bengkel Honda di samping rumah (Responden
Riau, 2021). Responden lain mengaku bahwa sanitasi mereka sudah
diperbaiki dan ditambah sanitasi untuk kamar utama, selanjutnya dulu
mereka memasak pakai kompor minyak sekarang sudah beralih ke
gas. Sejalan dengan responden lainnya mengaku bahwa mereka dapat
mengisi rumah mereka dengan berbagai macam perlengkapan rumah
tangga seperti kulkas, televisi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya
dari hasil usaha mereka. Temuan ini membuktikan bahwa pembiayaan
dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BTPN Syariah telah
membantu nasabah mempertahankan ekonomi keluarga sehingga
mereka tidak hanya dapat memiliki rumah sendiri, tetapi mereka juga
sudah memperbaiki dan melengkapi isi rumah tersebut sehingga dapat
disebut rumah sehat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa program
BTPN Syariah ini berkontribusi dalam membangun ketahanan ekonomi
keluarga para nasabahnya.

Kedua, sebanyak 85% responden mengaku pendapatannya
meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan
dari BTPN Syariah. Maka, program pemberdayaan perempuan BTPN
Syariah berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah
BTPN Syariah sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah.
Hanya 11 responden yang menyatakan pendapatannya tetap dan 4 lagi
menyatakan pendapatannya menurun. Hal ini tidak lepas dari kondisi
pandemi Covid-19 yang melanda saat ini. Sebagaimana diungkapkan

Bab 3 | Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 65



oleh sejumlah responden bahwa pendapatan mereka mengalami
penurunan akibat Covid-19. Hasil penulisan buku ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Subhani dengan judul “Dampak Produk
Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Syariah Melalui Mobile Marketing Syariah di Kabupaten Kotawaringin
Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BTPN
Syariah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi nasabah
di Kabupaten Kotawaringin Timur (Subhani, 2019).

Ketiga, dari hasil survei membuktikan setelah mendapatkan
pembiayaan dari BTPN Syariah, mereka dapat mengembangkan
usahanya dan meningkatkan pendapatannya sehingga bisa memenuhi
biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebelumnya mendapatkan
pembiayaan dari BTPN Syariah pada umumnya nasabah mengaku
mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan anak mereka.
Ada 75% nasabah yang mempunyai anak yang sedang bersekolah
dengan biaya pendidikan beragam tergantung jumlah anak dan tingkat
pendidikan. Pengeluaran biaya pendidikan responden yang paling
kecil adalah Rp150.000, dan paling tinggi Rp3.000.000 per bulan. Jika
dibandingkan dengan pendapatan keluarga saat ini, biaya pendidikan
ini masih bisa dipenuhi oleh keluarga. Sementara itu, 25% dari nasabah
tidak mempunyai pengeluaran pembiayaan pendidikan karena mereka
tidak memiliki anak usia sekolah. Anak-anak mereka belum masuk usia
sekolah atau sudah menamatkan sekolahnya.

Keempat, dari 100 responden 94% menyatakan menyisihkan
dana untuk ditabung. Hanya 6% menyatakan tidak menabung sama
sekali. Jadi, ada 94 responden menabung secara rutin setiap bulan
dengan jumlah yang bervariasi. Yang paling rendah saat ini menabung
Rp50.000 setiap bulan. Sementara, yang paling tinggi dapat menabung
Rp4.000.000 setiap bulan. Artinya 94% dari responden mampu
mempunyai dana untuk berjaga-jaga apabila kondisi perekonomian
keluarga memburuk atau ada kebutuhan penting yang mendadak
harus dipenuhi seperti biaya kesehatan yang tidak di-cover BPJS dan
lain sebagainya.

Data secara keseluruhan menjelaskan bahwa model pemberdayaan
yang dilakukan oleh BPTN Syariah pada nasabahnya berpengaruh
positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga para nasabah. Ketahanan
ekonomi keluarga tentunya akan memengaruhi ketahanan psikologis dan
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ketahanan sosial. Ketahanan psikologis dapat terpenuhi jika ketahanan
ekonomi atau fisik terpenuhi, rasa nyaman dan tidak khawatir akan
masa depan merupakan pemenuhan kebutuhan nonfisik atau psikologis
sehingga bisa membangun emosi yang positif. Ketahanan ekonomi juga
beriringan, dengan ketahanan sosial di mana tingkat integritas kepada
keluarga akan semakin bertumbubh jika kebutuhan ekonomi terpenuhi
(Musfiroh, dkk., 2019).

Kendatipun demikian, terdapat 6% responden yang mengatakan
tidak merasakan dampak apa pun. Seperti yang dialami oleh Ibu Wadi
yang membuka usaha rumahan dengan menjual makanan ringan.
Ia mengalami kegagalan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan.
Beliau mengaku membuka usaha berdekatan dengan 3 orang dengan
usaha yang sama, sementara pembeli hanya beberapa perumahan saja.
Akhirnya barang dagangannya habis dikonsumsi oleh anak-anak dan
keluarga saja. Beliau membuka usaha tanpa memikirkan pasar. Hasilnya
usaha tidak dapat bersaing dengan banyaknya pedagang sejenis dan
mengalami kerugian usaha. Seharusnya sebelum mengizinkan usaha
yang akan dijalankan oleh nasabah bank mengetahui kendala yang akan
dialami nasabah dan menyiapkan solusinya. Sebagaimana dalam konsep
pemberdayaan tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membangun
hubungan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa model pemberdayaan
berupa pendampingan yang dilakukan oleh BTPN Syariah berpengaruh
terhadap ketahanan ekonomi keluarga perempuan prasejahtera. Hasil
penulisan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Nursaid
(2016) di mana penelitian dilakukan terhadap kelompok batik tulis
Sekar Arum di Dusun Giriloyo. Pemberdayaan yang dilakukan berperan
dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga
di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa,
Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok keluarga
Sekar Arum tidak termasuk dalam keluarga miskin. Anggota keluarga
dari kelompok Sekar Arum memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang
kuat (Arif Nursaid, 2016). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan
Aziz, dkk. (2017) terhadap pengaruh pola pemberdayaan wanita yang
memiliki usaha anyaman tikar pandan terhadap pendapatan keluarga.
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap pendapatan (Aziz, dkk., 2017).
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Pemberdayaan yang dilakukan dengan cara pendampingan,
meningkatkan kesadaran untuk berusaha dan maju sehingga berdampak
positif pada peserta daya, khususnya perempuan. Selanjutnya mengatasi
dampak negatif perlu peningkatan pengelolaan pemberdayaan
dampingan dalam hal:

a. Ritme edukasi pemberdayaan yang rutin dan terstruktur.
b.  Monitoring usaha dan peningkatan usaha secara berkala.

c.  Melakukan inovasi baru dengan komunitas usaha sejenis guna
memberikan edukasi usaha yang lebih maju dan berciri sehingga
dapat menciptakan peluang pasar.

Temuan penelitian ini tidak berbeda dengan temuan penelitian
Maguirre, et al. (2017) yang menyatakan perempuan lebih intuitif
daripada laki-laki dalam aktivitas kewirausahaan. Perempuan memiliki
pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat sehingga
mereka mungkin lebih cenderung memenuhi kebutuhan tersebut
dengan usaha baru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan program kredit mikro (self-help
groups) SHG (kelompok swadaya masyarakat) di Uttar Pradesh telah
terbukti bermanfaat bagi pemberdayaan perempuan. Ini membantu
mereka dalam meningkatkan standar hidup keluarga mereka.
Perempuan diberdayakan untuk menjaga kesehatan mereka, pendidikan
anak-anak mereka, dan masalah rumah tangga lainnya. Perempuan
mandiri untuk mengambil keputusan keuangan dan dipandang sebagai
orang yang bermartabat di rumah dan masyarakat (Aggarwal, et al.,
2020). Tidak berbeda dengan hasil penelitian Widiastuti, terjadi
peningkatan penghasilan rata-rata sebesar 18% per warga yang
menerima pemberdayaan model Kelompok Usaha Kreatif (KUKIS).
(Widiastuti dan Kartika, 2017). Seperti yang ditegaskan Miranti, dkk.
(2022), masa pandemi Covid-19 memang telah berdampak negatif
terhadap UMKM. Namun, keadaan itu telah menciptakan peluang baru
termasuk bagi UMKM milik perempuan yang memanfaatkan digitalisasi.
Perempuan pelaku usaha rumahan dituntut melakukan inovasi produk
baru membantu mereka bertahan di masa krisis. Perempuan yang
memanfaatkan sumber daya teknologi, berinovasi melahirkan produk
baru cenderung mampu menjaga ketahanan usaha mereka selama krisis
pada masa Covid-19 (Sahi, et al., 2023). Perilaku tangguh merupakan
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kemampuan perempuan pelaku usaha untuk bertahan dalam kondisi
yang tidak menguntungkan dan menciptakan inovasi baru meskipun
mengalami kegagalan atau pengalaman negatif (Cherif, et al., 2022).

BTPN Syariah merupakan bank syariah beroperasi berdasarkan
prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan bagi
perempuan ekonomi lemah yang belum terjangkau bank (unbankable)
serta segmen perempuan pra sejahtera (BTPN Syariah, 2020) seperti
yang ditegaskan Elzahi Saaid Ali (2022b), inklusi keuangan di Afrika
menargetkan segmen masyarakat berpenghasilan rendah, individu atau
perusahaan kecil, agar mereka memiliki akses ke layanan keuangan
dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka—secara bertanggung
jawab dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan berhubungan erat
dengan jangkauan keuangan mikro terutama bagi negara dengan inklusi
keuangan yang rendah. Melalui kredit mikro di Bangladesh kehidupan
peminjam kredit mikro perempuan meningkat dan kemiskinan mereka
berkurang. Mereka dapat lebih percaya diri dan menghindari risiko.
Kredit mikro membantu peminjam perempuan keluar dari perasaan
sengsara akibat kemiskinan (Akhter dan Cheng, 2020).

Pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah yang berbasis
kelompok dapat menjadi role model bagi pemerintah maupun lembaga
non-pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi
perempuan. Pembiayaan berbasis kelompok studi ini menunjukkan
bahwa perempuan miskin produktif jika diberdayakan melalui pelatihan
dan akses terhadap keuangan dapat berperan dalam meningkatkan
ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan pelatihan tentang literasi
keuangan, pembiayaan mikro, dan pendampingan perempuan pelaku
usaha rumahan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga bisa
memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, pendidikan anak, dan bisa
menabung. Akses perempuan terhadap informasi dan teknologi, seperti
akses internet, smartphone, dan platform digital dapat meningkatkan
konektivitas dan memperluas jangkauan usaha yang dilakoni
perempuan. Ini dapat membantu dalam pemasaran, manajemen
bisnis, dan akses ke pasar. Akses ke pasar dan jaringan bisnis dapat
memengaruhi kemampuan mereka untuk memasarkan produk atau
jasa, menjalin kemitraan, dan memperluas jangkauan usaha mereka.
Adanya jaringan bisnis dan kelompok kewirausahaan perempuan juga
membantu usahawan perempuan berbagi pengalaman dan mendapatkan
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dukungan, akses pengetahuan, akses suplai barang, dan akses pasar.
Semua akses tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital syariah yang
tengah dibangun BTPN Syariah, demi mewujudkan niat baik mengubah
hidup jutaan rakyat Indonesia. '
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BAB 4

INKLUSI KEUANGAN PADA
BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL (BTPN) SYARIAH

A. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai memiliki akses terhadap layanan
keuangan formal, baik untuk menabung, meminjam, atau melakukan
transaksi keuangan dengan biaya yang kompetitif (Esquivias, et al., 2020;
Bank, 2019). Chen menjelaskan inklusi keuangan adalah ketersediaan
dan kesetaraan peluang untuk mengakses berbagai layanan keuangan,
seperti produk tabungan, kredit, pembayaran, dan manajemen risiko,
oleh individu dan perusahaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, serta usaha mikro dan kecil (W. Chen dan Yuan, 2021; Boukhali,
2019). Menurut the Global Findex, inklusi keuangan diukur berdasarkan
persentase populasi orang dewasa yang memiliki rekening bank
(Demirguc, 2021). Allen, et al. (2016) mengemukakan terdapat beberapa
faktor penyebab individu tidak atau belum menggunakan jasa keuangan
formal, yakni lokasi bank yang jauh, biaya pembukaan rekening yang
tinggi dan sebagainya. Esquivias, et al. (2020) menilai kesenjangan yang
signifikan dalam akses keuangan terjadi antarindividu berdasarkan
gender, pendapatan, pendidikan, dan lokasi. Elzahi Saaid Ali (2022) dan
Ibtasam, et al. (2018) serta Kling, et al., (2020) berpandangan inklusi
keuangan menggabungkan berbagai inisiatif yang membuat layanan
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keuangan tersedia, dapat diakses, dan terjangkau untuk semua segmen,
termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat pedesaan dan kelompok
kurang beruntung. Dengan demikian, keuangan inklusif merupakan
konsep inti keuangan di mana semua orang dapat mengakses produk
dan layanan keuangan.

Cabeza-Garcia, et al. (2019) berpandangan inklusi keuangan
berdampak positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan.
Mengacu pada pandangan Yaumidin, et al. (2017) inklusi keuangan
harus melibatkan partisipasi perempuan sehingga pengembangan
keuangan inklusif merupakan salah satu cara untuk memberdayakan
perempuan (Yaumidin, et al., 2017). Oleh karena itu, pemberdayaan
perempuan menjadi agenda penting bagi negara-negara berkembang
untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya. Inklusi
keuangan perempuan terjadi ketika perempuan memiliki akses ke
berbagai produk dan layanan keuangan. Inklusi keuangan yang dikelola
dengan baik dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam
beberapa hal, yaitu pertama, memiliki akses ke sumber daya sendiri
dan membantu mereka mencari nafkah sehingga dapat meningkatkan
daya tawar perempuan dalam rumah tangga. Kedua, inklusi keuangan
dapat membantu meningkatkan peluang perempuan untuk memperoleh
penghasilan atau mengontrol aset di luar rumah tangga (Lindi Hlanze
dan Zoe Stephenson, 2013). Ini semua adalah faktor kunci untuk
pemberdayaan ekonomi dan dapat membantu memberdayakan
perempuan secara lebih luas.

Inklusi adalah menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, kredit,
asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh
seluruh pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi berpendapatan rendah
(Ruli, et al., 2021). Inklusi keuangan adalah proses mempromosikan
akses yang terjangkau, tepat waktu, dan memadai untuk berbagai
produk dan jasa keuangan yang diatur dan memperluas penggunanya
oleh semua segmen masyarakat melalui penerapan pendekatan yang
ada dan inovatif yang disesuaikan termasuk kesadaran keuangan dan
pendidikan dengan tampilan untuk mempromosikan kesejahteraan
keuangan. Yanti (2019) mendefinisikan keuangan inklusif (financial
inclusion) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala
bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses
masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indikator
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yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan inklusif sebuah negara
adalah ketersediaan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa
keuangan formal dalam keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan
untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan juga
jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, lama penggunaan),
kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan
telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga kesejahteraan untuk
mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan
pengguna jasa.

Orzili (2021) menjelaskan, inklusi keuangan adalah upaya untuk
memasukkan golongan masyarakat unbankable ke dalam sistem
keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan
jasa-jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti tabungan,
pembayaran, serta transfer uang. Hampir sama dengan Dahraini
(2022) yang menggambarkan inklusi keuangan sebagai tindakan yang
mencoba untuk memastikan, pertama-tama, akses ke sistem formal,
dan kemudian menyediakan fasilitas kredit yang tepat waktu dan
memadai untuk para pemohon jasa keuangan termasuk orang-orang
yang lebih lemah dan kurang beruntung di negara itu. Dengan demikian,
inklusi keuangan adalah upaya untuk meniadakan segala bentuk
hambatan harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam
memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Inklusi keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna
menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan
pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat (Ruli, et
al., 2021). Sarma dan Pais (2011) menegaskan inklusi keuangan yaitu
pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredi,
dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang
beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan.
Berbagai layanan keuangan termasuk akses ke tabungan, pinjaman,
asuransi, pembayaran, dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan
oleh sistem keuangan formal. OJK mengeluarkan pernyataan tentang
pengertian inklusi keuangan yaitu ketersediaannya di berbagai lembaga
keuangan, produk, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Tujuan inklusi keuangan itu sendiri yaitu untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan terhadap pendapatan dalam
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rangka mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada stabilitas
sistemn keuangan. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa
Keuangan No. 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan memiliki empat
target yang antara lain: 1) memperluas akses publik terhadap produk
dan layanan jasa keuangan organisasi; 2) menawarkan berbagai produk
atau jasa keuangan dari penyedia jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa
Keuangan (PUJK); 3) meningkatkan produk atau jasa keuangan yang
dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat secara
keseluruhan; 4) meningkatkan kualitas produk atau jasa keuangan.

Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan strategi
nasional keuangan inklusif yang telah disusun oleh pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan
keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung
koordinasi antarkementrian/lembaga atau instansi terkait serta
dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif. Berikut adalah pilar dan
fondasi dari SNKI.

1. Pilar edukasi keuangan: pilar ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga
keuangan formal, produk, dan juga jasa keuangan termasuk
fitur, manfaat, dan risiko, biaya, hak, dan kewajiban, serta untuk
meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan
pengelola keuangan.

2. Pilar hak properti masyarakat: pilar ini bertujuan untuk
meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan
formal.

3. Pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan:
bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk
memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4. Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah: bertujuan untuk
meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam
penyaluran dana pemerintah secara nontunai.

5. Pilar perlindungan konsumen: bertujuan untuk memberikan rasa
aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga
keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang
adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data konsumen,

74 inklusi Keuangan: Model Pemberdayaan Perempuan pada Bank Syariah



penanganan, pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen
secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

6. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman
pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme
yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara
bersama dan terpadu.

Pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:
1) kebijakan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan
inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah
dan otoritas; 2) infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang
mendukung. Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi
asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan;
3) organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Keberagaman
pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang
mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan
terpadu.

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral menjelaskan bahwa
kondisi inklusif keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut (Umar, 2017).

Meningkatkan efisiensi ekonomi.

Mendukung stabilitas sistem keuangan.

Mengurangi shadow.

Banking atau irresponsible finance.

Mendukung pendalaman pasar keuangan.

Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.

Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.

@ N o ok D

Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonom lokal dan nasional
yang sustain dan berkelanjutan.

9. Mengurangi inequality dan rigiditas low income trap sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya
berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Tingkat inklusi keuangan dapat dilihat dari berbagai indikator
yang menjadi tolok ukur inklusi keuangan. Menurut Sarma dan Pais
(2011), ada tiga indikator yang menjadi dasar inklusi keuangan, antara
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lain: 1) indeks penetrasi perbankan, indikator ini diukur menggunakan
jumlah rekening bank; 2) indeks ketersediaan jasa perbankan, diukur
dari jumlah kantor bank; 3) indeks penggunaan jasa perbankan, yang
diukur dari kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Inklusi keuangan
memerlukan suatu ukuran kinerja yang biasa disebut Index Financial
Inclusion (IFI). IFI ini dapat menggabungkan beberapa informasi dari
berbagai dimensi dari sebuah sistem inklusi keuangan yaitu akses,
penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan. Faktor yang dapat
memengaruhi inklusi keuangan di Indonesia secara individu dengan
pendapatan tinggi, tingkat pendidikan tinggi dapat memengaruhi
tingkat inklusi keuangan. Beberapa indikator inklusi keuangan menurut
OJK 2016, yaitu: 1) ketersediaan/akses; 2) penggunaan; 3) kualitas; 4)
kesejahteraan.

B. Peran Inklusi Keuangan pada BTPN Syariah dalam
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Indonesia masih tergolong negara dengan unbanked people yang tinggi.
Banyak penduduk yang tidak bisa mengakses jasa perbankan (Cicchiello,
et al., 2021). Merujuk pada World Bank Global Findex 2019, unbanked
people di Indonesia mencapai 92 juta penduduk (Setiawan, dkk., 2021).
Untuk menghilangkan hambatan ini diperlukan peningkatan akses
penyelenggaraan keuangan inklusif. Inklusi keuangan merupakan
penyediaan layanan perbankan dengan biaya terjangkau bagi kelompok
tidak mampu dan berpenghasilan rendah (Kim, dkk., 2018). Mengacu
pada pendapat Adzimatinur dan Manalu (2021) keuangan inklusi
disasar untuk menghilangkan segala bentuk hambatan akses masyarakat
untuk memanfaatkan layanan jasa keuangan. Sementara itu, indeks
inklusi keuangan tahun 2019, laki-laki memiliki tingkat inklusi
keuangan sedikit lebih tinggi, yakni 77,2% daripada tingkat inklusi
keuangan perempuan 75,2% (OJK, 2019). Sejalan dengan ini, Data
Global Findex juga menunjukkan adanya kesenjangan inklusi keuangan
antara perempuan dan laki-laki (Ibtasam, et al, 2018; Hendriks, 2019).
Menurut data tersebut, 65% orang perempuan dewasa di seluruh dunia
tidak memiliki rekening bank dan 72% laki-laki memiliki rekening
bank (OJK, 2021b; Boukhali, 2019; Kara, et al., 2021). Oleh karena
itu, perlu ada kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis
inklusi keuangan.
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Kajian tentang inklusi keuangan dihubungkan dengan pemberdayaan
ekonomi perempuan unbanked merupakan kajian yang menarik dan
dipandang penting beberapa tahun ini. Dari studi-studi yang sudah
dilakukan mengenai inklusi keuangan mempunyai kecenderungan
menyoroti pada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Cabeza-Garcia,
et al. (2019) meneliti dampak inklusi keuangan perempuan terhadap
pembangunan ekonomi inklusif. Temuannya menunjukkan bahwa
kesenjangan gender dalam inklusi keuangan berdampak negatif
terhadap pembangunan. Elzahi Saaid Ali (2022) membahas tentang
pemberdayaan masyarakat miskin melalui inklusi keuangan dan sosial
Islam di Afrika. Hasil penelitiannya inklusi keuangan Islam yang
bergantung pada instrumen sosio-ekonomi zakat, sedekah, dan wakaf
dapat menjawab kebutuhan komunitas Muslim dan masyarakat yang
sangat terpinggirkan, khususnya di daerah pedesaan terpencil di Afrika.
Bhatia menyelidiki pemberdayaan perempuan yang tinggal di daerah
kamuh perkotaan di kota industri Ludhiana, Punjab dari dimensi sosial,
politik, dan ekonomi dengan melakukan pengujian untuk melihat
apakah dimensinya berubah seiring dengan inklusi keuangan (Singh,
2019). Penelitian ini bermaksud melengkapi studi yang sudah ada
dengan fokus penelitian terhadap dampak pemberdayaan perempuan
unbanked berbasis inklusi keuangan terhadap pendapatan dan tabungan
perempuan miskin produktif pada BTPN Syariah.

Miguel Angel Esquivas mengkaji pengaruh teknologi seluler
terhadap inklusi keuangan. Dengan pendekatan kuantitatif ia
menemukan bahwa teknologi seluler dan akses terhadap keuangan
secara signifikan meningkatkan pendapatan (Esquivias, et al., 2021,
2020). Toni, et al. (2024) menyelidiki pengaruh literasi keuangan dan
inklusi keuangan terhadap kinerja operasional dan rantai pasokan
berkelanjutan UKM di Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif
penelitian Toni, et al. (2024) menemukan bahwa inklusi keuangan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional
dan rantai pasok berkelanjutan UKM (Johri, et al., 2024). Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu inklusi
keuangan digital (DFI) dan perannya dalam kemudahan berusaha bagi
usaha mikro. Dengan pendekatan analisis ANOVA, Johri menemukan
bahwa inklusi keuangan digital membantu menghadapi hambatan
dalam regulasi bisnis dan menangani pasar eksternalistik. Pendekatan
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penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mempunyai
kecenderungan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menganalisis data
berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi pemberdayaan ekonomi
perempuan unbanked pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
Syariah berbasis inklusi keuangan serta melihat dampaknya terhadap
pendapatan dan tabungan perempuan pelaku usaha industri rumahan
di Sumatra Barat, Indonesia. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah
yang concern dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan unbankable
saat ini adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah
(Taufig, dkk., 2022; BTPN Syariah, 2020). Hal yang menarik dari BTPN
Syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan
menyediakan pembiayaan bagi perempuan ekonomi lemah yang belum
terjangkau bank (unbankable) dengan segmen perempuan prasejahtera
(Trimulato, dkk., 2021). Oleh karena itu, kajian inklusi keuangan sangat
relevan karena telah menjadi strategi pengembangan keuangan yang
penting di seluruh dunia untuk meningkatkan kesejahteraan finansial
individu, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi (Zins dan Weill, 2016a).

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk menjadikan
perempuan sebagai salah satu elemen utama dalam upaya pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Perempuan juga kelompok prioritas dalam
mencapai target inklusi keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan
Inklusi Keuangan (SNLIK) masyarakat Indonesia tahun 2022 mencapai
85,1% (Kacaribu, 2022). Sementara, capaian inklusi keuangan khusus
untuk perempuan sekitar 83,88% sedikit lebih rendah dibandingkan
laki-laki yang berada pada angka 86,28% (OJK, 2022). Oleh karena
itu, penelitian tentang pemberdayaan ekonomi perempuan unbanked
mempunyai relevansi yang kuat dengan inklusi keuangan.

Signifikansi penelitian ini secara teoretis memberikan gambaran
tentang pemberdayaan ekonomi perempuan unbanked yang dilakukan
BTPN Syariah di Indonesia dalam bingkai inklusi keuangan. Secara
praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang inklusi keuangan bagi perempuan dalam
upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Penelitian ini
penting dilakukan dalam kaitan dengan akses perempuan pelaku usaha
mikro terhadap sektor lembaga keuangan formal. Berdasarkan Laporan
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Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun
2022, saat ini baru sekitar 27% perempuan yang telah mendapatkan
akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Kacaribu, 2022).
BTPN Syariah memiliki komitmen terhadap pemberdayaan perempuan
pelaku usaha mikro Indonesia dengan menggulirkan program untuk
memperkuat kapasitas masyarakat unbanked. Di kuartal IIl 2023, BTPN
Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan mencapai Rp11,9 triliun
(BTPNS, 2024). Maka dari itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam
tentang kebijakan keuangan inklusif. Di sisi inilah BTPN Syariah
senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan perempuan yang dinilai
unbankable agar mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap
sektor keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya.

Kebijakan inklusi keuangan ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan gender dalam akses keuangan pada lembaga keuangan.
Melalui kebijakan ini perempuan akan semakin berdaya. Ketidaksetaraan
gender pada industri keuangan akan semakin berkurang dan dapat
meningkatkan inklusi keuangan perempuan. Pemberdayaan ekonomi
perempuan unbanked penting dilakukan karena perempuan merupakan
manajer keuangan dalam rumah tangga (Tsai, 2016). Perempuan
memiliki peran penting dalam mengatur pengeluaran keluarga (Cherayi
dan Jose, 2016). Pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis inklusi
keuangan dapat memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan
pada perempuan miskin produktif.

Pemberdayaan ekonomi perempuan pada BTPN Syariah merupakan
sebuah model pendampingan berbasis inklusi keuangan dengan
segmentasi perempuan unbanked. Program “Daya” BTPN Syariah
terinternalisasi dalam pelatihan dan pendampingan. Sebelum menjadi
nasabah bank umum syariah ini memberikan pelatihan dasar keanggotaan
tentang literasi keuangan, dan kemudahan akses pembiayaan pada
perempuan miskin produktif. Kemudahan akses pembiayaan kepada
perempuan unbanked yang dilakukan BTPN Syariah terbukti berdampak
positif terhadap pendapatan dan tabungan. Pendapatan perempuan
unbanked pelaku rumahan pada umumnya mengalami peningkatan.
Di samping itu, perempuan miskin produktif pelaku rumahan di
Provinsi Sumatra Barat dan Riau tersebut juga dibiasakan untuk selalu
menyisihkan pendapatan mereka untuk tabungan. Dengan demikian,
perempuan unbanked nasabah BTPN Syariah merupakan perempuan
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yang punya daya juang tinggi dalam berusaha, mahir dalam mengelola
keuangan, dan disiplin menyisihkan uang untuk tabungan.

Temuan ini merefleksikan bahwa program pemberdayaan BTPN
Syariah ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan
inklusi keuangan masyarakat miskin dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan telah menjadi strategi
pengembangan keuangan yang penting di seluruh dunia untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan,
dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Zins dan Weill, 2016a). Para
pemimpin G20 pun telah berkomitmen mengampanyekan inklusi
keuangan di seluruh dunia (Allen, et al., 2016). Seiring dengan itu,
Ahamed, et al. (2021) menekankan inklusi keuangan dapat digunakan
oleh non government organisation dan pemerintah dalam program
peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Dalam hal ini Mukong (2021)
menilai terdapat pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan
terhadap kesejahteraan rumah tangga. Sejalan dengan ini, Hasan
et al. (2021) menyatakan bahwa pengembangan keuangan inklusif
dalam aspek abilitas, usabilitas, dan utilitas secara signifikan dapat
mengurangi kemiskinan. Ini menunjukkan perempuan nasabah BTPN
Syariah memiliki ketangguhan ekonomi dan mempunyai kemampuan
untuk berkontribusi dalam menambah pendapatan keluarga sehingga
mampu membiayai pendidikan anak, akses kesehatan, dan kebutuhan
terhadap rumabh tinggal.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam
menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi keuangan. Pemerintah
menargetkan inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 dengan
mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk
masuk ke industri teknologi finansial (fintech), meningkatkan aktivitas
keuangan digital masyarakat, dan meningkatkan literasi keuangan digital
(OJK, 2020). Pemerintah Indonesia telah mempercepat pengembangan
layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya memperluas
akses terhadap layanan keuangan. Inovasi finansial teknologi (fintech)
telah memainkan peran penting dalam menyediakan solusi keuangan
yang terjangkau, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan
menyediakan infrastruktur keuangan yang memadai, menetapkan
peraturan yang inklusif, memberikan insentif bagi lembaga keuangan
untuk menjangkau segmen masyarakat yang kurang terlayani, dan
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meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kemudian, kebijakan
investasi pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia
melalui alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur keuangan di
daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat di daerah tersebut
untuk mengakses layanan keuangan. Misalnya dalam penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya melalui
rekening bank merupakan upaya untuk mengintegrasikan masyarakat
kurang mampu ke dalam sistem keuangan formal (OJK, 2021a).

Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi
dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital dan program
kemandirian. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi
keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan
juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang
tinggi. Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)
menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses
layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh
lapisan masyarakat (SNKI, 2023). Sesuai amanat Perpres Nomor 114
Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),
pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan, khususnya
kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat
berpenghasilan rendah, serta meningkatkan partisipasi pelajar/santri
dan pemuda dalam keuangan inklusif. Pemerintah, melalui Kelompok
Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif
(DNKI), terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif
kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai
kelompok masyarakat prioritas. Hal ini dilakukan guna memangkas
kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi
keuangan.

Pendampingan dengan metode duduak baropok yang diterapkan oleh
BTPN Syariah dapat dijadikan model bagi lembaga keuangan syariah
yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro bagi perempuan unbanked
di Indonesia. Seperti yang ditegaskan Datta dan Singh (2019), inklusi
keuangan meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak
pada peningkatan pendidikan serta perbaikan kondisi kesehatan.
Oleh karena itu, program daya dalam bentuk pendampingan intensif
setiap minggu kepada perempuan pelaku usaha rumahan berskala
mikro merupakan langkah strategis dalam mewujudkan inklusi
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keuangan, pendorong utama pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan keluarga. Ternyata di balik keberhasilan tersebut, tidak
semua nasabah yang mengalami peningkatan usaha. Pendapatan mereka
tidak mengalami kenaikan walaupun sudah mendapatkan pembiayaan
dan pendampingan dari BTPN Syariah. Nasabah yang tidak mengalami
peningkatan pendapatan ini karena mereka tidak pernah menerima
peningkatan pembiayaan. Malahan, ada nasabah yang mengalami
penurunan pendapatan. Kenyataan yang dialami perempuan tersebut
tidak terlepas dari kondisi pandemi yang melanda dunia. Begitu pun,
tidak semua nasabah dapat menabung setiap bulannya. Kenyataan ini
terjadi juga karena dampak Covid-19. Banyak usaha nasabah yang tutup
dan pendapatannya berkurang.

Temuan ini menguatkan bahwa inklusi keuangan perempuan diukur
melalui kemudahan dan kemampuan akses ke layanan perbankan.
Seperti yang ditegaskan Cabeza-Garcfa, et al. (2019) dan Hikkaduwa
Epa Liyanage, et al. (2024), inklusi keuangan perempuan diukur pada
akses ke rekening bank dan akses ke kartu kredit. Sejalan dengan ini,
Feghali, et al. (2021) berpendapat dengan inklusi keuangan dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kemampuan
rumah tangga untuk menumbuhkan tabungan, kemampuan mengelola
pendapatan, dan meningkatkan kemampuan pembayaran sehingga bisa
mendapatkan pembiayaan dari bank dengan lebih mudah (Dfaz-Martin,
et al., 2022) memandang penggunaan micro finance di banyak negara
dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mengentaskan kemiskinan
micro finance. Di India, perluasan keuangan mikro, bersamaan dengan
perbankan dan layanan keuangan berbasis digital dapat meningkatkan
inklusi keuangan.

Upaya penguatan dari sisi inklusi keuangan syariah telah dibuktikan
bank wakaf mikro. Keberadaan bank wakaf mikro sebagai lembaga
keuangan mikro syariah terbukti dapat mempermudah akses keuangan
masyarakat miskin yang unbankable (Rozalinda, 2020). Selain itu,
penelitian Datta dan Singh (2019) menemukan inklusi keuangan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian Hendriks (2019)
pun menyatakan inklusi keuangan perempuan dapat mendatangkan
hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat
luas. Dalam hal ini, Mukong (2021) menilai terdapat pengaruh
positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kesejahteraan rumah
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tangga. Sejalan dengan ini, Hasan, et al. (2021) menyatakan bahwa
pengembangan keuangan inklusif dalam aspek abilitas, usabilitas, dan
utilitas secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Mader (2018) yang
menyebutkan bahwa pandangan inklusi keuangan memfasilitasi hasil
pembangunan yang lebih luas didasarkan pada logika ekonomi yang
lemah dan bukti yang lemah. Kemudian, pandangan bahwa orang miskin
memperoleh pengentasan kemiskinan melalui inklusi keuangan di mana
bukti empiris dan dampaknya sangat dangkal. Pandangan Mader ini
dapat dibantah bahwa pendekatan inklusi keuangan yang diterapkan
BTPN Syariah telah terbukti memberikan dampak terhadap peningkatan
pendapatan dan tabungan perempuan. BTPN Syariah memberikan
kemudahan akses pembiayaan sehingga perempuan mendapatkan
pembiayaan mikro tanpa agunan. Kenyataannya di Mesir dan Afrika
masih ditemukan hambatan utama inklusi keuangan, penduduk miskin
terhalang melakukan pembukaan rekening tabungan (Rashdan dan
Eissa, 2020; Zins dan Weill, 2016b). Di Boston, Massachusetts Amerika
Serikat perempuan menjadi target utama program pemberdayaan
inklusi keuangan dengan mendorong perempuan untuk menggunakan
jasa dan layanan keuangan bank (Loomis, 2018). Oleh karena itu,
inklusi keuangan sebagai penggunaan layanan keuangan formal, mesti
menjadi perhatian pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan
sektor keuangan.

Pemberdayaan perempuan berbasis inklusi keuangan yang
dilakukan BTPN Syariah telah menghasilkan pergeseran normatif yang
mengintegrasikan orang miskin dengan keuangan mikro, melahirkan
pandangan baru bahwa ‘orang miskin bisa menjadi bankable’. Dengan
program financial inklusi yang menekankan tidak hanya perilaku
ekonomi, seperti pendapatan dan tabungan, tetapi juga pengelolaan
keuangan sehingga perempuan didorong untuk menggunakan jasa dan
layanan keuangan bank. Perempuan menjadi target utama program
pemberdayaan inklusi keuangan. Ketidaksempurnaan pasar keuangan
menyebabkan perempuan miskin keluar dari kemiskinan karena
terbatasnya akses ke layanan keuangan formal (Loomis, 2018). Oleh
karena itu, inklusi keuangan adalah saluran utama yang digunakan
untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Demir, et al., 2022),
mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi kemiskinan
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dan kesenjangan, terutama di negara-negara berkembang (Gustriani,
2023). Dengan melayani segmentasi perempuan prasejahtera produktif
unbankable yang diinisiasi oleh BTPN Syariah membuktikan bahwa
lembaga keuangan syariah lebih berperan dalam financial inclusion
terhadap perempuan. Program daya BTPN Syariah ini juga diikuti oleh
lembaga keuangan syariah lainnya, seperti yang dilakukan bank wakaf
mikro, Meekar Syariah melayani perempuan miskin produktif untuk
mendapatkan akses pembiayaan.

Berdasarkan temuan ini, inklusi keuangan menjadi isu penting
dalam kebijakan pembangunan (Geraldes, et al., 2022). Pemerintah terus
fokus pada inklusi keuangan untuk mengatasi tantangan ganda yaitu
kemiskinan dan kesenjangan. Agenda pembangunan inklusi keuangan
terus meningkat. Inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami
peningkatan dari 49% pada tahun 2017. Seperti yang ditunjukkan
oleh Global Findex, inklusi keuangan meningkat sebesar 52% pada
tahun 2021. Walaupun demikian, inklusi keuangan di Indonesia masih
tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (88%) dan
Thailand (96%) (A. D. Bank, 2022). Meskipun ada kemajuan yang
signifikan pada inklusi keuangan, namun secara global masih terdapat
kesenjangan gender dalam akses terhadap rekening dasar di sistem
keuangan, di mana 72% laki-laki memiliki akses terhadap rekening
bank, sementara hanya 65% perempuan yang memiliki akses terhadap
rekening bank (Chen, 2021; Demirguc, 2021).

Temuan ini menawarkan pentingnya digitalisasi keuangan
inklusif untuk memperluas akses keuangan yang efisien dari lembaga
keuangan syariah bank maupun non-bank. Lembaga keuangan syariah
dapat memanfaatkan finansial teknologi dalam rangka memberikan
kemudahan akses keuangan bagi perempuan miskin yang kebanyakan
dari mereka saat ini berasal dari generasi milenial. Seiring dengan
kemajuan teknologi, Hoque, et al. (2024) menegaskan fintech adalah
alat yang sangat berharga yang memungkinkan masyarakat yang
tidak mempunyai rekening bank untuk mengakses layanan keuangan.
Sejalan dengan ini, Esquivias, et al. (2020) pun menyatakan bahwa
teknologi pintar dan keuangan formal mempunyai dampak yang lebih
besar terhadap pendapatan dibandingkan dengan dampak perangkat
sederhana atau keuangan semiformal dan informal, Caron (2022)
memandang teknologi digital berpotensi mengurangi kesenjangan akses
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keuangan. Menurutnya layanan keuangan digital dipandang berpotensi
untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap keuangan.
Inklusi keuangan digital memungkinkan sistem keuangan negara untuk
melayani masyarakat dari semua lapisan, khususnya masyarakat miskin
terpinggirkan secara finansial. Oleh karena itu, aksesibilitas terhadap
jasa keuangan dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi (Tay, et al., 2022; Vo, et al., 2021).

Pemerintah didorong untuk melakukan kebijakan untuk
meningkatkan peran bank umum syariah untuk berinovasi dan
memperluas layanan keuangan inklusif kepada kelompok miskin
produktif. Bank-bank yang beroperasi di sektor keuangan inklusif
memiliki peluang besar untuk menarik simpanan nasabah yang
lebih murah dan tidak terlalu bergejolak. Efisiensi operasional bank
meningkat karena mereka mampu mengurangi volatilitas dana simpanan
nasabah dan volatilitas pengembalian. Oleh karena itu, saatnya bank
umum syariah menerapkan model inklusi keuangan yang dilakukan oleh
BTPN Syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin produktif.
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PENUTUP

Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan BTPB Syariah

dapat disimpulkan:

1.

Model pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh
BTPN Syariah di Sumatra Barat dan Riau merupakan sebuah model
pendampirigan langsung berbasis financial inclusive dan unbankable
segment. BTPN menyediakan pembiayaan untuk perempuan keluarga
prasejahtera yang belum terjangkau oleh bank umum lainnya. Selain
itu, BTPN Syariah memberikan pendampingan untuk perempuan
yang menjadi nasabahnya. BTPN Syariah memiliki model menjaring
nasabah berbasis komunitas. Pemberdayaan yang diberikan
kepada perempuan keluarga prasejahtera nasabah BTPN Syariah
dimulai dari sebelum menjadi nasabah sampai nasabah menerima
pembiayaan. Dimulai dari Mini Meeting (MM) dan Projection Meeting
(PM) berupa sosialisasi produk BTPNS kepada perempuan yang
menjadi target pembiayaan. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK)
yakni pelatihan yang dilakukan kepada calon nasabah tentang
ketentuan dan peraturan pelatihan, pengetahuan keuangan dasar,
serta benefit tepat pembiayaan syariah kepada calon nasabah.
Program Daya, berupa pelatihan yang diberikan kepada perempuan
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yang menjadi nasabah BTPNS tentang kesehatan dan wirausaha.
Berdasarkan ini BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank
umum syariah yang konsisten terhadap pemberdayaan perempuan
berdasarkan prinsip syariah. '

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah
berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Sumatra Barat
dan Riau, dengan indikator sebagai berikut.

a.

Jumlah Pendapatan Keluarga

Program pemberdayaan perempuan BTPN Syariah berdampak
positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah BTPN
Syariah sesudah memperoleh pembiayaan di BTPN Syariah.
Dengan rincian 4 nasabah mengalami penurunan pendapatan,
85 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan, 11 orang
nasabah yang pendapatannya tetap atau tidak berubah setelah
menjadi nasabah daya BTPN Syariah.

Kepemilikan Rumah

Responden yang memiliki rumah sendiri berkisar sekitar 59%,
sekitar 13,1% tinggal di rumah yang statusnya milik orang tua,
sedangkan 23% menyewa rumah, dan 4,9% tinggal di rumah
milik keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 59% dari
nasabah mempunyai tingkat ketahanan ekonomi yang lebih
baik. Artinya pembiayaan dan pendampingan usaha yang
dilakukan oleh BTPN Syariah telah membantu nasabah untuk
mempunyai rumah sendiri dan dapat mengisi dengan berbagai
perlengkapan rumah tangga yang mereka butuhkan.

Pembiayaan Pendidikan Anak

Pembiayaan dan program pemberdayaan dari BTPN
Syariah, dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan
pendapatannya sehingga bisa memenuhi biaya pendidikan
anak-anak mereka.

Tabungan Keluarga

Dari 100 responden yang diwawancarai ada 6 orang tidak
menabung sama sekali. Sisanya 94 responden menabung secara
rutin setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi. Mereka yang
dapat menabung lebih banyak mempunyai tingkat ketahanan
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ekonomi keluarga yang lebih baik daripada mereka yang tidak
menabung sama sekali atau menabung sedikit sekali.

Sebagai satu-satunya bank syariah umum yang fokus melayani
segmen keluarga prasejahtera produktif BTPN Syariah sudah berperan
dalam penguatan kemampuan nasabah untuk menjaga ketahanan
ekonomi keluarga. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga
yang menjadi nasabah BTPN Syariah, penulis menyarankan agar BTPN
Syariah memperbanyak penyampaian modul pelatihan berwirausaha
sebagai modul pelatihan utama, penguatan ketangguhan ekonomi
keluarga dengan peningkatan kesadaran perempuan pentingnya
menjaga lingkungan yang asri, pola hidup sehat. Di samping itu, model
pembiayaan BTPN Syariah bisa diarahkan kepada kelompok usaha
bersama sehingga akan muncul komunitas yang bisa dijadikan sebagai
percontohan bagi lembaga keuangan syariah lainnya.
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